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Penelitian ini berjudul Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis 
di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk 
menjawab fokus penelitian mengenai impelemntasi Manajemen Keuangan dalam 
Kebijakan Pendidikan Gratis di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang, Tujuan 
Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis di Pondok Pensantren 
Kalimasada Jombang, Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Keuangan 
dalam Kebijakan Pendidikan Gratis di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang, 
dan Solusi dari Hambatan Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan 
Gratis di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif. Peneliti melakukan 
pendalaman terhadap berbagai fenomena yang ada di lapangan dan 
menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan kalimat. Metode yang digunakan 
peneliti dalam pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara 
mendalam, dan analisis dokumentasi. Peneliti menggunkan model Miles dan 
Huberman dalam melakukan analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
display data, dan kesimpulan/verifikasi data. 
Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan menyebutkan bahwa pengelolaan 
keuangan atau manajemen keuangan dijalankan sepenuhnya oleh pengasuh pondok 
pesantren dibantu dengan istrinya. Adapun kebijakan gratis yang dibuat oleh KH, 
Fahrudin Siswopranoto berjalan dengan lancar karena dari penghasilan yang lebih 
dari cukup itu di alokasi kan untuk membiayai santri tanpa dipungut biaya 
sedikitpun sehingga sampai saat ini implementasi kebijakan gratis berjalan dengan 
lancar. Tujuan dari membuat kebijakan gratis adalah untuk membantu memberikan 
wadah belajar kepada golongan masyarakat yang kukrang mampu, dan yang 
terpenting yaitu untuk men sodaqoh kan kelebihan dari penghasilan pengasuh 
Pondok Pensantren Kalimasada. Faktor pendukung dalam melaksanakan 
manajemen keuangan yaitu dukungan dari keluarga besar pondok pesantren. 
Sedangkan untuk faktor penghambat yakni untuk masalah manajemen keuangan 
adalah ketika uang habis, dikarenakan keperluan yang melenceng dari rencana, 
sehingga mengakibatkan adanya suatu hambatan dalam menggunakan keuangan 
untuk keseharianya. Solusi dari hambatan manajemen keuangan hasil penelitian 
adalah dengan menggadaikan surat-surat BPKB kendaraan untuk menutupi 
kekurangan keuangan dan diberlakukanya koperasi santri untuk perputaran 
keuangan Pondok Pensantren Kalimasada. 
Kata Kunci: Manajemen Keuangan, Kebijakan Pendidikan Gratis 
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A. Latar Belakang  Penelitian 
Pengelolaan suatu lembaga memerlukan strategi-strategi dan 
keahlian khusus. Seorang top leader harus visioner dan kreatif agar 
lembaga yang dipimpin dapat mencapai visi dan misi serta dapat besaing. 
Mengelola suatu lembaga pendidikan dinilai mempunyai banyak 
tantangan, mulai dari pembiayaan, kurikulum, atau lulusan. Telah banyak 
dibicarakan secara umum bahwa pendidikan yang berkualitas memerlukan 
banyak biaya untuk menunjang proses pembelajaran atau pembangunan 
sarana penunjang pembelajaran. Sesuai amanat undang-undang bahwa 
negara wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pemerintah 
Indonesia telah menggelontorkan dana untuk biaya pendidikan para 
generasi bangsa. Namun, dalam kenyataannya biaya yang telah 
dialokasikan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan di 
lapangan. Sekolah dituntut berfikir kreatif bagaimana cara mengelola 
keuangan lembaga untuk menghasilkan output yang berkualitas. Banyak 
sekolah yang akhirnya menarik biaya mahal kepada siswa agar dapat 
menjadi sekolah unggul dan berkualitas. Namun masih ada sekolah yang 
dapat menggratiskan biaya pendidikan namun memiliki mutu yang baik. 
Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif 

































dan efisien.1 Manajemen menurut Parker adalah seni melaksanakan 
pekerjaan melalui orang-orang (the art of getting things done though 
people).2 Manajemen adalah ilmu yang sangat penting bagi semua 
kehidupan manusia khususnya pada manajemen pendidikan ini yang 
mengatur, mengelola, sampai pada evaluasi, bagusnya pendidikan karena 
manajemen yang baik dan segala sesuatu pasti butuh yang namanya 
perencanaan, karena dengan perencanaan semua akan jadi mudah untuk 
dijalankan secara efektif dan efisien. Maka dari itu ketika sebuah lembaga 
pendidikan, baik pendidikan formal atau non formal sangat perlu yang 
namanya ilmu manajemen, karena tidak mudah untuk mengatur semua 
yang ada didalam lembaga pendidikan, salah satu cara untuk 
mempermudahnya yaitu menggunakan manajemen sesuai teori yang sudah 
ada. Manajemen umumnya diartikan sebagai proses perencanaan, 
mengorganisasi, pengarahan, dan pengawasan. Usaha-usaha para anggota 
organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Inti dari manajemen adalah 
pengaturan Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya 
pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya 
yang ada dalam lembaga pendidikan islam.3 
Manajemen Keuangan adalah besarnya jumlah anggaran 
pendidikan yang berkisar 20% dari APBN ( Anggaran Pendapat dan 
                                                 
1 Husaini Usman, Manajemen Terori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2014), hal 6, cet. ke-4 
2 Ibid 
3 Muhammad Dikky Syamdodo, Skripsi : ''Manajemen Pondok Pesantren Gratis (Studi Kasus Di 
Pondok Pesantren Al Musanni Gemolong Sragen)'' (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), Hal. 53 

































Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah) 
merupakan angin segar bagi dunia pendidikan. Kebijakan yang 
diamanatkan oleh Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1.4 
Hal yang seperti itu membuat tenaga pendidik salah satunya Top Manajer 
sangat gembira, karena saat itu juga kebutuhan pendidikan sedikit demi 
sedikit akan segera terpenuhi sesuai dengan Standart Nasional Pendidikan. 
Terkadang dengan adanya anggara 20% yang diberikan oleh pemerinta itu 
tidak bisa dirasakan oleh semua pendidikan yang ada dinegara Indonesia 
ini, bisa dikatakan pendidikan yang maju karena beberapa hal dan 
Manajemen Keuangan ini sangat diperlukan dalam pendidikan untuk 
menunjang kebutuhan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
Pengertian lain tentang Manajemen Keuangan adalah aplikasi 
konsep dan unsur-unsur manajemen dalam mengatur, memanfaatkan, dan 
mendayagunakan keuangan organisasi/satuan pendidikan untuk 
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien 
melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan secara sistematis dan sinergis.5  
Manajemen keuangan perlu dilakukan karena ketika sebuah 
lembaga khususnya lembaga pendidikan tidak bisa mengatur keuangan 
dengan baik dan benar maka akan terjadi kesimpangan dalam tujuan 
pendidikan sendiri, pendidikan di indonesia diberikan anggaran dana oleh 
negara 20% jika tidak bisa mengelola dengan baik maka hak-hak yang ada 
                                                 
4 Lilik Huriyah, Manajemen Keuangan (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), hal 1 
5 Ibid, hal 4 

































dalam pendidikan tidak akan ada, hak gaji pendidik, hak sarana dan 
prasarana siswa, dan hak yang lainya. Maka dari itu munculnya 
manajemen keuangan sangat membantu dalam mengelola keuangan 
pendidikan di indonesia.  
Dalam pandangan Priyanto, pendidikan gratis adalah 
penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat (orang 
tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan operasional sekolah.6 
Dalam pengertian seperti itu, konsekuensi kebijakan pendidikan gratis 
sangat tergantung pada perhitungan tentang biaya satuan di sekolah. Istilah 
pendidikan gratis yang tercantum dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 
diartikan sebagai bebas biaya secara bertahap. Untuk mewujudkan 
pendidikan gratis, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yakni 
melalui kebijakan pendanaan massal pendidikan dengan meluncurkan 
program pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  BOS 
bertujuan untuk menutup biaya minimal operasi pembelajaran yang secara 
minimal memadai untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi upaya 
peningkatan mutu secara berkelanjutan.7 
Menurut Harsono (2007), sekolah gratis adalah sekolah dimana 
anak-anak dan orang tua tidak harus membayar biaya yang di kelola oleh 
sekolah, misalnya uang SPP, uang pengambangan, uang pendaftaran dan 
uang buku. 
                                                 
6 Nurr Berlian V.A "Pendidikan dan kebudayaan", Model Pelaksanaan Pendidikan Gratis di 
Kabupaten atau Kota dan Dampaknya di Tingkat Sekolah dan Orangtua 15. Ed I 2009, hal.22 
7 Ibid, 23 

































Menurut UU bab XIII  ayat 31 tentang pendidikan, pendidikan 
gratis memiliki tujuan sebagai berikut.8 
1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. 
2. Pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional yang 
diatur dengan UU 
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, 
serta akhlak mulia dalam  rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, 
yang diatur dengan UU. 
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
20% dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kebutuhan nasional. 
Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pendidikan adalah 
dasar dalam pengembangan sumber daya manusia, daerah ataupun Negara 
maju karena mepunyai sumber daya manusia yang unggul dan 
berkompeten. Kebijakan pendidikan gratis adalah solusi yang tepat untuk 
pendidikan kalangan orang yang kurang mampu. Dengan adanya anggaran 
khusus atau donatur, akan dapat terlaksananya proses belajar mengajar 
dengan baik 
Pondok Pesantren adalah suatu fenomena sosial-budaya yang 
mempunyai nilai sistem tersendiri dan dipelihara, seperti sistem 
                                                 
8 Sekretaris Jendral MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Panduan 
Pemasyarakatan UUD 1945 dan ketetapan MPR RI, (Cet.XII: Jakarta), hal.191-192 

































penghormatan seperti penghormatan murid kepada guru yang tidak 
terbatas, sistem nilai yang diterima sepanjang dapat memelihara sistem 
tradisionalisme, terutama pada hubungan yang heararki itu, sistem 
ketaatan dan sistem nilai yang membuat batas-batas wilayah otoritas 
dalam pengembangan ortodoksi, lebih-lebih sistem etika belajar yang 
merupakan aktualisasi dari kitab Ta'lim al-muta'allim karya Syaikh al-
Zarnuji.9 Pondok pesantren merupakan salah satu jenis pendidikan Islam 
khas Indonesia yang didirikan oleh masyarakat.10  
Dapat diketahui bahwa peran pondok pesantren sangat penting 
dalam pendidikan yang ada di Indonesia, karena tidak cukup dengan 
kurikulum nasional saja, kurikulum yang ada pada pondok pesantren 
sangat berpengaruh dalam proses pendidikan anak yang nantinya akan 
berkehidupan dalam lingkungan masyarakat, pondok pesantren berawal 
dari masyarakat dan pastinya yang lebih bisa mengantarkan anak kepada 
masyarakat.   
Pengertian lain tentang pondok pesantren yaitu lembaga 
pendidikan Islam yang fokus utamanya menyelenggarakan pendidikan 
diniyah, sedangkan didalamnya juga diselenggarakan pendidikan formal 
maupun nonformal yang lain, bahkan pada pendidikan jenjang tinggi maka 
itu lebih merupakan pengembangan diri dari pesantren itu sendiri. Dalam 
perkembanganya, model pengelolaan pondok pesantren cenderung 
                                                 
9 Abdul Mughits, Kritik Nalar Fiqh Pesantren (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hal 
15 
10 Ahmad Adip Muhdi, Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi 
dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam (Pasuruan: Cipta Pusaka Utama, 2017) hal viii 

































mengarah pada dua kecenderungan, kecenderungan pertama mengarah ke 
pendidikan umum dengan mendirikan sistem madrasah, sekolah dan 
perguruan tinggi yang menggunakan kurikulum pemerintahdan cenderung 
yang kedua mengarah kepada tetap mempertahankan dominasi pendidikan 
ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab dengan tetap menggunakan sitem 
madrasah diniyah atau salafiyah.11.   
Pesantren adalah satu-satunya institusi pendidikan Islam yang 
semua buku teksnya dalam bahasa Arab. Penggunaan buku teks bahasa 
Arab memang dimungkinkan, karena ditopang dengan pengajaran bahasa 
Arab yang intensif.12 Konsep pendidikan pesantren sebenarnya beriringan 
dengan pendidikan formal, bahkan kebanyakan sekarang antara dua 
pendidikan ini saling melengkapi. Lembaga yayasan pondok pesantren 
yang mempunyai pendidikan formal sampai ke jenjang yang lebih tinggi, 
pwerguruan tinggi juga memiliki konsep yaitu menyediakan asrama bagi 
para pelajar didalamnya, maka dapat dibuat analisis bahwa keilmuan 
dalam segala bidang sangat penting dan yang terpenting kita dapat belajar 
baikdari ilmu umum maupun keagamaan. 
Menurut Dhofir, Pondok berarti tempat menginap (asrama) dan 
Perkataan pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe dan akhiran 
an yang berarti tempat tinggal santri. Sedangkan menurut Soegarda 
Poerbakawatja, menjelaskan pesantren asal katanya adalah santri, yaitu 
                                                 
11 Ibid, hal 52 
12 Thoha hamim, Wawasan Keislaman dan Kebangsaan di Era Kontemporer (Yogyakarta: 
Dialektika, 2017) hal 180 

































seorang yang belajar agama islam, sehingga demikian, pesantren 
mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Jadi 
pondok pesantren adalah tempat murid-murid (disebut santri) mengaji 
agama islam dan sekaligus diasramakan ditempat itu. Santri dipondok 
pesantren walaupun bermacam-macam, tapi semuanya sebagai satu 
keluarga yang berada di bawah pimpinan gurunya. Di lembaga ini, mereka 
belajar hidup sendiri, sistem pendidikan pada pondok pesantren ini masih 
sama seperti sistem pendidikan di langgar atau masjid, hanya lebih intensif 
dan dalam waktu yang lebih lama.13  
Dari definisi di atas maka pengertian pondok pesantren gratis 
adalah pondok pesantren yang memberikan pendidikan tanpa dipungut 
biaya sama sekali.14 Dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren gratis 
adalah dimana terdapat pondok pesantren yang menggunakan sistem gratis 
tanpa memungut biaya sedikitpun kepada santri tetapi tetap menjamin 
sarana dan prasarana kepada santri. 
Kebijakan pendidikan gratis di pondok pesantren dilatar belakangi 
oleh penyebaran pendidikan berbasis islam yang kurang merata sehingga 
tidak bisa dijangkau oleh masyarakat dari berbagai kalangan terutama 
kalangan kurang mampu. Ketidakmampuan orang tua untuk memberikan 
sokongan dana kepada anak-anak mereka yang mencari ilmu di pondok 
pesantren juga menjadi dorongan dalam menerapkan kebijakan pendidikan 
                                                 
13 M Dikky Samdodo, Skripsi:  Manajemen Keuangan Pondok Pesantren Gratis (Studi Kasus di 
Pondok Pesantren Al Husaini Gemolong Sragen) (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017) hal 74 
14 Ibid 

































gratis ini. Selain itu, terdapat keinginan yang kuat dalam diri para santri 
yang kurang mampu secara finansial untuk tetap melanjutkan belajar 
mereka di pondok pesantren. Dari beberapa alasan tersebut dapat menjadi 
pendorong untuk menerapkan kebijakan pendidikan gratis di lingkungan 
pondok pesantren. 
Pondok Pensantren Kalimasada mendapat perhatian khusus dari 
peneliti karena dianggap sesuai apabila menjadi objek penelitian dengan 
judul diatas. Pondok Pensantren Kalimasada baru didirikan pada tahun 
2012 lalu dan kini sudah memiliki santri sebanyak 200an, dan kurang lebih 
dari 320 peserta didik yang berada dinaungan lembaga Kalimasada, yakni 
Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan madrasah Aliyah Terpadu (MAT).15 
Menurut peneliti, manajemen keuangan dari pesantren tersebut sangat 
menarik, dengan kondisi pembayaran gratis oleh santri bahkan sampai 
lembaga pendidikan formal juga gratis selama 3 tahun, meskipun demikian 
semakin lama pesantren ini semakin berkembang dan sarana prasarana  
semakin tahun semakin bagus untuk menunjang proses pembelajaran. 
 
B. Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat tiga fokus penelitian, 
yaitu: 
                                                 
15 NU Online "Pesantren Kalimasada Terapkan Konsep Keberkahan Holistik", diakses dari 
http://www.nu.or.id/post/read/73034/pesantren-kalimasada-terapkan-konsep-keberkahan-holistik 
pada Tanggal 03 Maret 2019, Pukul 02:09 

































1. Bagaimana manajemen  keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis 
di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang? 
2. Apa tujuan manajemen  keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis 
di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang? 
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen  keuangan 
dalam kebijakan pendidikan gratis di Pondok Pensantren Kalimasada 
Jombang? 
4. Bagaimana solusi dari hambatan dalam pelaksanaan manajemen  
keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Pondok Pensantren 
Kalimasada Jombang? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat dijabarkan tujuan 
penelitian sebagai berikut. 
1. Untuk mendeskripsikan manajemen  keuangan dalam kebijakan 
pendidikan gratis di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang. 
2. Untuk mengetahui tujuan manajemen  keuangan dalam kebijakan 
pendidikan gratis di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang. 
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen  
keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Pondok Pensantren 
Kalimasada Jombang. 

































4. Untuk mendeskripsikan solusi dari hambatan dalam pelaksanaan 
manajemen  keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Pondok 
Pensantren Kalimasada Jombang. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua 
pihak terkait, terutama stakeholder pondok pesantren dan peneliti. Berikut 
ini manfaat yang didapatkan dengan adanya penelitian ini. 
1. Secara Teoritis 
a) Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar 
Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Pendidikan Islam 
di UIN Sunan Ampel Surabaya. 
b) Untuk menambah wawasan khususnya tentang manajemen 
keuangan. 
c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 
rujukan sebagai data untuk melakukan penelitian yang sejenis. 
d) Hasil penelitian agar dapat menjadi tambahan bacaan tentang 
manajemen keuangan.  
2. Secara Praktis 
a) Bagi Objek Penelitian 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 
gambaran untuk dijadikan petunjuk dalam mengembangkan 

































kebijakan pendidikan gratis  di Pondok Pensantren Kalimasada 
Jombang. 
2) Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bukti tentang upaya 
penetapan kebijakan pendidikan gratis di Pondok Pensantren 
Kalimasada Jombang.  
b) Bagi peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
tentang manajemen keuangan terutama dalam kebijakan 
pendidikan gratis. 
 
E. Definisi Konseptual 
1. Manajemen Keuangan 
Menurut R. Agus Sartono, manajemen keuangan dapat diartikan 
sebagai manajemen yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam 
berbagai bentuk investasi secara efektif dan efisien maupun usaha 
pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan 
secara efisien".16 
Manajemen Keuangan adalah aplikasi konsep dan unsur-unsur 
manajemen dalam mengatur, memanfaatkan, dan mendayagunakan 
keuangan organisasi/satuan pendidikan untuk memfasilitasi 
pelaksanaan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien melalui 
                                                 
16 Agus Sartono, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi,(Yogyakarta: FE UGM 2001) cet ke-1, 
hal 6 

































proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan secara sistematis dan sinergis.17 
 
2. Kebijakan Pendidikan Gratis 
a. Kebijakan 
Adapun pengertian kebijakan, salah satunya yang 
dikemukakan oleh Edi Suharto, bahwa Kebijakan adalah suatu 
ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-
cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam 
mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Ealau dan Prewitt 
kebijakan adalah Sebuah ketepatan yang berlaku yang dicirikan 
oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang 
membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan 
itu).18  
Argumentasi yang bisa dibangun bahwa pendidikan 
sebenarnya bisa dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi pemerintah 
menganggap bahwa pendidikan merupakan kegiatan strategis bagi 
perkembangan sebuah negara karena penentu kualitas sebuah 
bangsa terletak pada bidang pendidikan yang dicapai penduduknya, 
hal ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa lepas tangan. 
                                                 
17 Lilik Huriyah, Manajemen Keuangan (Surabaya: UIN SA press, 2014), hal.4 
18 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik (Bandung: Alfa Beta, edisi revisi 2005), hal.7 

































Keterlibatan pemerintah dan masyarakat meliputi perencanaan, 
pembuatan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakanya.19 
 
b. Pendidikan Gratis 
Dalam pandangan Priyanto, pendidikan gratis adalah 
penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat 
(orang tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan 
operasional sekolah.20  
Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan gratis adalah 
suatu pembiayaan pendidikan secara gratis tanpa adanya pemungutan 
sedikitpun dari pihak lembaga dan pembiayaan baik dari sarana dan 
prasarana. 
 
3. Pondok Pesantren 
Menurut Dawam Rahardjo pondok adalah hasil penyerapan 
akulturasi masyarakat Indonesia terhadap Kebudayaan Hindu-Budha 
dan Kebudayaan Islam yang menjelmakan suatu lembaga yang lain, 
dengan warna Indonesia. Hal itulah yang dimaksud dengan warna 
pesantren yang masih indigenos Indonesia disamping juga warna 
tradisi Islam Timur Tengah.21 
                                                 
19 Muhammad munadi & Barnawi, Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan (Jogjakarta: AR-
RUZZ MEDIA, 2011),hal.18 
20 Nurr Berlian V.A "Pendidikan dan kebudayaan", Model Pelaksanaan Pendidikan Gratis di 
Kabupaten atau Kota dan Dampaknya di Tingkat Sekolah dan Orangtua 15. Ed I 2009, hal.22 
21 Dawam Rahardjo, Kritik Nalar Fiqh Pesantren (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008) 
hal 8 


































F. Keaslian Penelitian 
1. Wahidin melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi 
Manajemen Keuangan Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hijrah 
Jakarta Timur” pada tahun 2016. Perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian tersebut terletak pada lokasi penelitian. penelitian ini 
dilakukan di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang. Perbedaan 
selanjutnya terletak pada variabel, yaitu penelitian ini tidak hanya 
berfokus kepada implementasi manajemen keuangan pendidikan tetapi 
berfokus juga terhadap kebijakan pendidikan gratis di Pondok 
Pensantren Kalimasada Jombang. 
2. Ilhami Dyah Puspitoningrum, Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Gratis Di SMP Negeri I Polokarto Tahun Ajaran 2008/2009, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009. 
Ilhami Dyah Puspitoningrum melakukan penelitian yang berjudul 
“Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di SMP Negeri I 
Polokarto Tahun Ajaran 2008/2009” pada tahun 2009. Perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada lokasi 
penelitian. penelitian ini dilakukan di Pondok Pensantren Kalimasada 
Jombang. Perbedaan selanjutnya terletak pada variabel, yaitu pada 
penelitian ini tidak hanya berfokus kepada kebijakan pendidikan gratis 
namun juga berfokus kepada implementasi manajemen keuangan. 
 

































G. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah pembaca dalam mencari dan memahami isi 
skripsi ini, maka penulis membuat sistematikan pembahasan sebagai 
berikut: 
BAB I. Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar 
belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, definisi konseptual, keaslian penelitian, dan sistematika 
pembahasan. 
BAB II. Bab ini merupakan bab kajian pustaka yang berisi 
konseptualisasi topik yang diteliti dan perspektif teoritis. Bab ini memiliki 
sub bab Manajemen Keuangan (Pengertian Manajemen Keuangan, Tujuan 
Manajemen Keuangan, Fungsi Manajemen Keuangan, dan Sumber-
sumber Manajemen Keuangan), sub bab  kebijakan Pendidikan Gratis 
(Pengertian Kebijakan Pendidikan Gratis, metode Ananlisis Kebijakan, 
Pemgukuran Implementasi Kebijakan, monitoring dan Evaluasi Kebijakan, 
Jenis-jenis hasil Kebijakan), dan sub bab Manajemen Keuangan dalam 
Kebijakan Pendidikan Gratis. 
BAB III. Bab ini merupakan bab metode penelitian yang berisi sub 
bab jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan informan 
penelitian, cara pengumpulan data, prosedur analisis dan interpretasi data, 
keabsahan data. 

































BAB IV. Bab ini merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan. 
Bab ini memiliki sub bab deskripsi subjek, hasil penelitian yang terdiri 
dari deskripsi hasil temuan dan analisis data, dan sub bab pembahasan. 
BAB V. Bab ini merupakan bab penutup yang memiliki sub bab 
simpulan dan saran. 




































A. Manajemen Keuangan 
Manajemen keuangan perlu untuk diterapkan dalam sebuah 
lembaga pendidikan diseluruh Indonesia untuk mengukur atau mengontrol 
keluar masuknya pembelanjaan dalam proses pendidikan. 
1. Pengertian Manajemen Keuangan 
Manajemen Keuangan adalah aplikasi konsep dan unsur-unsur 
manajemen dalam mengatur, memanfaatkan, dan mendayagunakan 
keuangan organisasi/satuan pendidikan untuk memfasilitasi 
pelaksanaan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien melalui 
proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan secara sistematis dan sinergis.22 Adapun menurut Menurut 
R. Agus Sartono, manajemen keuangan dapat diartikan manajemen 
yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk 
investasi secara efektif dan efisien maupun usaha pengumpulan dana 
untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.23 
Menurut Soeryani, dalam bukunya Sulistyorini memaparkan 
bahwa pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata 
pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan 
                                                 
22 Lilik Huriyah, Manajemen Keuangan (Surabaya: UIN SA press, 2014), hal.4 
23 Agus Sartono, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi,(Yogyakarta: FE UGM 2001) cet ke-1, 
hal 6 

































pertanggung jawaban dalam menggunakan keuangan baik 
pemerintahan pusat maupun daerah.24 
Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan 
pengganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, 
dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau 
perusahaan.25 
Manajemen keuangan (financial management ) adalah segala 
aktivitas organisasi yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh 
dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan organisasi 
secara menyeluruh.26 
Manajemen keuangan secara sederhana bisa diartikan sebagai 
suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan 
menggerakkan tenaga orang lain, dengan mempertimbangkan aspek 
efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, 
dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh yang 
dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai 
dengan pengawasan.27 
Pengertian lain tentang Manajemen Keuangan adalah aplikasi 
konsep dan unsur-unsur manajemen dalam mengatur, memanfaatkan, 
dan mendayagunakan keuangan organisasi/satuan pendidikan untuk 
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan secara efektif dan 
                                                 
24 Sulistyorini, Manjemen Pendidikan Islam (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hal.130 
25 Muhammad Mustari, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Rajawali, 2014), hal.163 
26 Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi pendidikan (Yogyakarta : Ar-ruzz media, 
2008), hal.180 
27 Sri Minarti, Manajemen Sekolah (Jogjakarta : Ar-ruzz Media, 2011),hal.212 

































efisien melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, 
dan pengawasan secara sistematis dan sinergis.28  
Maka dapat penulis simpulkan dari berbagai pendapat diatas, 
bahwa manajemen keuangan adalah suatu keilmuan yang mengatur 
tentang keuangan dari rencana sampai dengan pada tujuan dan 
didalamnya yang terdapat banyak rencana tentang pengelolaan 
keuangan, mulai dari sumber-sumber keuangan sampai dengan 
pemakaian dan laporan keuangan untuk memudahkan cara mengatur 
keuangan yang baik dan benar. Besarnya jumlah anggaran pendidikan 
di Indonesia berkisar 20% dari APBN ( Anggaran Pendapat dan 
Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapat dan Belanja 
Daerah) merupakan angin segar bagi dunia pendidikan. Kebijakan 
tersebut diamanatkan oleh Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 
pasal 49 ayat 1.29  
Hal yang seperti itu membuat tenaga pendidik salah satunya Top 
Manajer sangat gembira, karena saat itu juga kebutuhan pendidikan 
sedikit demi sedikit akan segera terpenuhi sesuai dengan Standart 
Nasional Indonesia. Terkadang dengan adanya anggara 20% yang 
diberikan oleh pemerinta itu tidak bisa dirasakan oleh semua 
pendidikan yang ada dinegara Indonesia ini, bisa dikatakan pendidikan 
yang maju karena beberapa hal dan Manajemen Keuangan ini sangat 
                                                 
28 Ibid, hal 4 
29 Lilik Huriyah, Manajemen Keuangan (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), hal 1 

































diperlukan dalam pendidikan untuk menunjang kebutuhan baik jangka 
pendek maupun jangka panjang. 
Manajemen keuangan perlu dilakukan karena ketika sebuah 
lembaga khususnya lembaga pendidikan tidak bisa mengatur keuangan 
dengan baik dan benar maka akan terjadi kesimpangan dalam tujuan 
pendidikan sendiri, pendidikan di indonesia diberikan anggaran dana 
oleh negara 20% jika tidak bisa mengelola dengan baik maka hak-hak 
yang ada dalam pendidikan tidak akan ada, hak gaji pendidik, hak 
sarana dan prasarana siswa, dan hak yang lainya. Maka dari itu 
munculnya manajemen keuangan sangat membantu dalam mengelola 
keuangan pendidikan di indonesia.  
 
2. Tujuan Manajemen Keuangan 
Tujuan manajemen keuangan perusahaan adalah memaksimalkan 
nilai kekayaan para pemegang saham.30 Adapun beberapa tujuan 
manajemen keuangan lembaga pendidikan Islam yakni: 
a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan 
pendidikan 
b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansikeuangan pendidikan 
c. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran pendidikan. 
d. Memaanfaatkan dana yang tersedia secara optimal berdasarkan 
prioritas kegiatan pendidikan yang ditetapkan 
                                                 
30 Harmono, Manajemen Keuangan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal.1 

































e. Mensinergikan berbagai kegiatan antar bidang secara harmonis 
untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan 
f. Mengembangkan perilaku transparansi akuntabilitas dari 
pemanfaatan keuangan pendidikan sesuai dengan ketentuan 
perundangan yang berlaku.31  
Menurut Mulyono, tujuan utama manajemen keuangan sekolah 
adalah :  
a. Menjamin agar dana tersedia dipergunakan untuk harian sekolah 
dan menggunakan kelebihan dana diinvestasikan kembali  
b. Memelihara barang (aset) sekolah   
c. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, 
pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan32 
 
3. Fungsi manajemen Keuangan Pendidikan 
Fungsi manajemen keuangan dapat dirinci kedalam tiga bentuk 
kebijakan perusahaan, yaitu: 
a. Keputusan Investasi 
b. Keputusan pendanaan 
c. Kebijakan dividen 
Dengan berbagai fungsi manajemen keuangan tersebut pada 
akhirnya mengarah pada menaikan nilai perusahaan yang terefleksi 
pada harga saham, atau dapat dimaknai pemaksimalan kekayaan 
                                                 
31 Lilik Huriyah, Manajemen Keuangan (Surabaya: UIN SA press, 2014), hal.6 
32 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010), hal.172 

































perusahaan bagi pemegang saham. Namun, sesuai konsep nilai 
perusahaan maka asumsi yang harus dipenuhi adalah psar modal dalam 
keadaan efisiensi dan terdapat proteksi bunga obligasi guna 
mengantisipasi klaim oleh para pemegang obligasi.33 
Dan setiap fungsi harus mempertimbangkan tujuan perusahaan, 
mengoptimalkan kombinasi tiga kebijakan keuangan yang mampu 
meningkatkan nilai kekayaan bagi para pemegang saham.34 
Menurut Baharuddin yang dikutip oleh Muhammad Kristiawan 
dkk  dalam buku manajemen pendidikan, fungsi manajemen keuangan 
pendidikan atau pembiayaan pendidikan adalah:35 
a. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara 
efisien, dan dana yang didapatkan dapat digunakan untuk 
pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. 
b. Untuk kelangsungan hidup lembaga pendidikan.  
c. Mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau tindak 
penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. 
d. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah. 
Ada tiga belas pakar manajemen yang mengutarakan fungsi-fungsi 
manajemen. Dari semua fungsi tersebut, secara garis besar dapat 
dipahami bahwa seluruh kegiatan manajemen tidak dapat dari proses 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan 
                                                 
33 Ibid, hal. 8 
34 Harmono, Manajemen Keuangan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal.6 
35 Muhammad Kristiawan, Dian Safitri, Rena Lestari. Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: 
Deepublish, 2017), hal. 98 

































evaluasi. Penjelasan mengenai fungsi manajemen adalah sebagai 
berikut :  
a. Planning adalah penentuan serangkaian tindakan unutk mencapai 
hasil yang diinginkan. 
b. Organizing adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam 
cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau 
sejumlah sasaran.  
c. Leading meliputi lima kegiatan, yaitu : mengambil keputusan, 
mengadakan komunikasi agar saling pengertian, memberi 
semangat, inspirasi, dan dorongan, memilih orang-orang yang 
menjadi anggota kelompoknya..  
d. Directing/Commanding adalah fungsi manajemen yang 
berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah 
atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-
masing.  
e. Motivating atau pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan 
kepada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela 
sesuai dengan keinginan atasan. 
f. Coordinating atau pengoordinasian merupakan salah satu fungsi 
manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi 
kekacauan dan percekcokan.  

































g. Controling atau pengawasan dan pengendalian adalah salah satu 
fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilian, mengadakan 
koreksi terhadap segala hal yang telah dilakukan oleh bawahan.  
h. Evaluating artinya menilai semua kegiatan untuk menemukan 
indicator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian 
tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya.36 
Maka dapat disimpulkan fungsi manajemen keuangan dalam 
bidang pendidikan adalah suatu cara atau sebuah teori yang 
menjelaskan tentang cara atau strategi untuk mengatur dan mengelola 
keuangan sesuai kebutuhan pada lembaga tersebut. 
 
4. Sumber-sumber Keuangan 
Sumber keuangan pendidikan adalah segala sesuatu yang 
membahas tentang bagaimana dan dari mana asal individu, bisnis, dan 
organisasi dalam meningkatkan, mengalokasikan, dan juga 
menghitung resiko dalam menjalankan proyek mereka dalam dunia 
pendidikan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya 
dan menggunakan seefektif, seefisien, seproduktif mungkin untuk 
menghasilkan laba.37 
Sumber keuangan adalah hal yang sangat penting dalam 
operasional pendidikan, sehingga diterangkan dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang 
                                                 
36 Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2012),hal.21 
37 Lilik Huriyah, Manajemen Keuangan (Surabaya: UIN SA press, 2014),  hal.18 

































pendanaan pendidikan, dalam ayat 1 yang berbunyi dana pendidikan 
adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk 
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, pendanaan pendidikan 
adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk 
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.38 
  Ada beragam sumber keuangan disebuah lembaga pendidikan. 
Secara garis besar, sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu 
sekolah dikelompokkan menjadi tiga, yakni: 39 
a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
Besarnya jumlah anggaran pendidikan di Indonesia berkisar 
20% dari APBN ( Anggaran Pendapat dan Belanja Negara) 
maupun APBD (Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah) 
merupakan angin segar bagi dunia pendidikan.  
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya yakni melalui 
kebijakan pendanaan massal pendidikan dengan meluncurkan 
program pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  
BOS bertujuan untuk menutup biaya minimal operasi pembelajaran 
yang secara minimal memadai untuk menciptakan landasan yang 
kokoh bagi upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.40 
b. Orang tua atau peserta didik 
                                                 
38 Kemdikbud, PP 48 Tahun 2008 Pendanaan Pendidikan, www.paudni.kemdikbud.go.id/.../PP-
48-th-2008-ttg-Pendanaan-Pendidikan diunduh tanggal 13 April 2019 
39 Sulthon, M. Khusnuridlo, Manajemen Sekolah dalam Perspektif Global (Yogyakarta: laksBang 
PRESSindo, 2006), hal.50 
40 Ibid, 23 

































Orang tua juga sangat berperan penting dalam berlangsungnya 
proses pendidikan. Sumbangan dari orang tua dinilai mampu 
menunjang proses belajar mengajar lebih berkualitas. 
c. Masyarakat. 
Masyarakat juga merupakan sumber keuangan bagi satuan 
pendidikan. Sumbangan dan peran aktif masyarakat terhadap 
satuan pendidikan di sekitarnya membuat pendidikan dapat 
dilaksanakan dengan lebih baik. Karena pada dasarnya pendidikan 
yang baik akan bermanfaat bagi masyarakat di masa yang akan 
datang. 
Sedangkan menurut Nanang Fattah dalam buku manajemen 
pendidikan karya Muhammad Kristiawan dkk, sumber keuangan 
pendidikan sekolah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
yayasan, pengusaha, orang tua, kelompok masyarakat, siswa, dan 
alumni. 41  
Sumber dana dari orang tua antara lain menyumbang alata 
transportasi, komputer, dan biaya untuk kunjungan belajar siswa. 
Sumbangan dari pemerintah pusat meliputi dana hibah, membayar gaji 
guru, membiayai proyek bangunan dan rehabilitas sekolah untuk 
daerah tertentu. Sumbangan dari pemerintah daerah dapat berupa 
menyediakan sarana musik, fasilitas ruang kelas dan perlengkapan 
kantor. Masyarakat dapat memberikan sumbeangn berupa tenaga 
                                                 
41 Muhammad Kristiawan, Dian Safitri, Rena Lestari. Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: 
Deepublish, 2017), hal. 98 

































untuk membantu sekolah dalam pelaksanaan pembangunan, ataupun 
pengumpulan dana untuk usaha swasembada dengan melibatkan 
alumni sekolah. Sumber dana dari siswa dapat berupa kegiatan 
pengumpulan dana seperti pagelaran seni, tari-tarian,drama, bazar, 
atau pencarian donatur untuk amal. Peran pemilik sekolah atau 
yayasan dalam sumber dana dapat berbentuk penyediaan tanah, 
bangunan, serta biaya operasional.42 
Secara detail, sumber keuangan ini dinyatakan secara jelas 
dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 48 tahun 2008 pasal 51 : 43 
a. Pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. 
b. Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat bersumber dari: 
1) anggaran pemerintah; 
2) anggaran pemerintah daerah; 
3) bantuan pihak asing yang tidak mengikat. 
c. dana pendidikan penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang 
didirikan masyarakat dapat bersumber dari: 
1) pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan 
masyarakat; 
2) bantuan dari masyarakat, diluar peserta didik atau walinya; 
                                                 
42 Ibid 
43 Kemdikbud, PP 48 Tahun 2008 Pendanaan Pendidikan, www.paudni.kemdikbud.go.id/.../PP-
48-th-2008-ttg-Pendanaan-Pendidikan diunduh tanggal 13 April 2019 

































3) bantuan pemerintah; 
4) bantuan pemerinta daerah; 
5) bantuan pihak asing yang tidak mengikat. 
d. dana pendidikan satuan pendidikan yang sah diselenggarakan oleh 
pemerinta dapat bersumber dari : 
1) anggaran pemerintah; 
2) bantuan pemerintah daerah; 
3) pungutan dari peserta didik atau walinyayang dilaksanakan 
sesuai peraturan perundang-undangan; 
4) bantuan dari pemangku kepenyingan satuan pendidikan diluar 
peserta didik atau walinya; 
5) bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat. 
e. Dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah 
daerah dapat bersumber dari : 
1) Bantuan pemerinta daerah; 
2) Bantuan pemerintah; 
3) pungutan dari peserta didik atau walinyayang dilaksanakan 
sesuai peraturan perundang-undangan; 
4) bantuan dari pemangku kepenyingan satuan pendidikan diluar 
peserta didik atau walinya; 
5) bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat. 

































f. Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat 
dapat bersumber dari : 
1) bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang 
bersangkutan; 
2) bantuan dari pemerinta; 
3) bantuan dari pemerintah daerah; 
4) pungutan dari peserta didik atau walinyayang dilaksanakan 
sesuai peraturan perundang-undangan; 
5) bantuan dari pemangku kepenyingan satuan pendidikan diluar 
peserta didik atau walinya; 
6) bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat. 
 
B. Kebijakan Pendidikan Gratis 
1. Pengertian kebijakan Pendidikan Gratis 
a. Pengertian Kebijakan Pendidikan 
Kebijakan menurut Nugroho dilihat dari empat kuadran tersebut 
termasuk dalam kuadran I sehingga diperlukan partisipasi aktif sektor 
diluar pemerintah.44Argumentasi yang bisa dibangun bahwa 
pendidikan sebenarnya bisa dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi 
pemerintah menganggap bahwa pendidikan merupakan kegiatan 
strategis bagi perkembangan sebuah negara karena penentu kualitas 
                                                 
44 Nugroho, Yob S, Mewujudkan Tata ruang Kota yang Partisipatif (Solo Pos, 16 Juli, 2003), 
hal.54 

































sebuah bangsa terletak pada bidang pendidikan yang dicapai 
penduduknya, hal ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa lepas 
tangan. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat meliputi 
perencanaan, pembuatan, implementasi, monitoring, dan evaluasi 
kebijakanya.45 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan pengertian kebijakan adalah 
strategi pemerintah dan sektor-sektor dibawahnya untuk 
mengemukakan kebijakan pendidikan yang lebih bagus lagi. Karena, 
dengan kebijakan yang bagus maka akan terciptanya kualitas 
pendidikan yang bagus pula. 
Adapun pengertian kebijakan, salah satunya yang dikemukakan 
oleh Edi Suharto, bahwa Kebijakan adalah suatu ketetapan yang 
memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang 
dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. 
Sedangkan menurut Ealau dan Prewitt kebijakan adalah Sebuah 
ketepatan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten 
dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya 
(yang terkena kebijakan itu).46 
H.A.R Tilaar menjelaskan bahwa ”Kebijakan pendidikan 
merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah 
strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam 
                                                 
45 Muhammad munadi & Barnawi, Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan (Jogjakarta: AR-
RUZZ MEDIA, 2011),hal.18 
46 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik (Bandung: Alfa Beta, edisi revisi 2005), hal.7 

































rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu 
masyarakat untuk kurun waktu tertentu”. Aspek-apek yang tercakup di 
dalam kebijakan pendidikan meliputi: 
1) Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan deliberasi 
mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi 
manusia dalam lingkungan kemanusiaan. 
2) Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai 
ilmu praksis yaitu kesatuan antara teori dan praktk pendidikan. 
3) Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam 
perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki 
pendidikan itu. 
4) Keterbukaan (openness) 
5) Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. 
6) Analisis kebijakan. 
7) Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada 
kebutuhan peserta didik. 
8) Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat 
yang demokratis. 
9) Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi 
pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. 
10) Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. 
11) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi 
kepada kebutuhan peserta didik. 

































12) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau 
kebijaksanaan yang irasional. 
13) Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang 
tepat. 
14) Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan 
peserta didik dan bukan kepuasan birokrat.47 
 
b. Pengertian Kebijakan Pendidikan Gratis 
Dalam pandangan Priyanto, pendidikan gratis adalah 
penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat 
(orang tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan 
operasional sekolah.48 Dalam pengertian seperti itu, konsekuensi 
kebijakan pendidikan gratis sangat tergantung pada perhitungan 
tentang biaya satuan di sekolah. Istilah pendidikan gratis yang 
tercantum dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 diartikan sebagai 
bebas biaya secara bertahap. Untuk mewujudkan pendidikan gratis, 
pemerintah telah melakukan berbagai upaya yakni melalui kebijakan 
pendanaan massal pendidikan dengan meluncurkan program 
pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  BOS bertujuan 
untuk menutup biaya minimal operasi pembelajaran yang secara 
                                                 
47 HAR Tilaar & Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 
hal.140 
48 Nurr Berlian V.A "Pendidikan dan kebudayaan", Model Pelaksanaan Pendidikan Gratis di 
Kabupaten atau Kota dan Dampaknya di Tingkat Sekolah dan Orangtua 15. Ed I 2009, hal.22 

































minimal memadai untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi 
upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.49 
Menurut UU bab XIII  ayat 31 tentang pendidikan, pendidikan 
gratis memiliki tujuan sebagai berikut.50 
1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. 
2) Pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional yang 
diatur dengan UU 
3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, 
serta akhlak mulia dalam  rangka mencerdasakan kehidupan 
bangsa, yang diatur dengan UU. 
4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
20% dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kebutuhan nasional. 
Pendidikan adalah sebuah proses yang melekat pada setiap 
kehidupan bersama dan berjalan sepanjang perjalanan umat manusia. 
John Dewey mengemukakan bahwa pendidikan dapat dipahami 
sebagai upaya “ konservatif” dan “progresif” dalam bentuk pendidikan 
                                                 
49 Ibid, 23 
50 Sekretaris Jendral MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Panduan 
Pemasyarakatan UUD 1945 dan ketetapan MPR RI, (Cet.XII: Jakarta), hal.191-192 

































sebagai pendidikan formasi, rekapitulasi dan retrospeksi dan sebagai 
rekonstruksi.51 
Selama ini banyak anak didik yang berpotensi tetapi dengan 
minimnya perekonomian keluarga sehingga mereka tidak dapat untuk 
belajar. Dengan itu penyelenggaraan pendidikan gratis atau bantuan 
dari pemerintah harus terlaksana, karena dengan adanya bantuan dana 
dari APBD akan dapat terlaksana sebuah proses belajar bagi siswa 
yang kurang mampu. 
 
2. Metode Analisis kebijakan 
a. Metodologi analisis kebijakan  
Metode analisis kebijakan diambil dari dan memadukan elemen-
elemen dari sifat berbagai disiplin: politik, sosiologi, psikologi, 
ekonomi, dan filsafat dan analisis kebijakan sebagian bersifat 
deskriptif, diambil dari disiplin-disiplin tradisional (misalnya ilmu 
politik) yang mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat dari 
kebijakan-kebijakan publik.52 Selain bersifat deskriptif adapun analisis 
kebijakan bersifat normatif yang bertujuan menciptakan dan 
melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan 
publik untuk generasi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.53  
                                                 
51 Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara. 2008) . Hal 23 
52 Nanang Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 
cetakan ketiga, 2014) hal.53 
53 Ibid, hal.54 

































Dengan kedua sifat tersebut maka analisis kebijakan berupaya 
menciptakan pengetahuan yang dapat meningkatkan efisiensi pilihan 
atas berbagai alternatif  kebijakan.54 
b. Prosedur Analisis Kebijakan 
Metode analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum 
yang  lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia; definisi, 
prediksi, deskripsi, dan evaluasi. Dalam prosedur-prosedur tersebut 
memperoleh nama-nama khusus.55 
Dari keempat pemecahan masalah tersebut, maka akan diperjelas 
lagi yaitu perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi-
informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan, 
peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi 
pada masa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak 
melakukan sesuatu, pemantauan (deskripsi) menghasilkan informasi 
tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari ditetapkanya 
alternatif kebijakan, yang terakhir yakni evaluasi yanng mempunyai 
nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari 
menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari 
konsekuensi pemecahan atau mengatasi masalah.56 
 
 
                                                 
54 Ibid  
55 Ibid 
56 Ibid 

































3. Pengukuran Implementasi Kebijakan 
Menurut Grindle untuk mengukur kinerja implementasi suatu 
kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan 
lingkungan.Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan 
kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan 
kontribusi optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.Selanjutnya, 
ketika sudah ditemukan kebijakan terpilih, diperlukan organisasi 
pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai 
sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan 
publik.57 
 
4. Monitoring dan evaluasi kebijakan 
a. Konsep Monitoring dalam Analisis Kebijakan 
Monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan 
untuk menghasilkan informasi tentang sebab-akibat dari kebijakan 
publik.58  
Monitoring memiliki peran metodologis penting dalam analisis 
kebijakan, ketika informasi tentang aksi kebijakan ditransformasi 
melalui monitoring menjadi informasi secara outcome kebijakan.59 
 
b. Fungsi Monitoring Kebijakan Pendidikan 
                                                 
57 Abidin, Said Zainal, Kebijakan Publik, (Jakarta: Suara Bebas, 2006), hal.12 
58 Nanang Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 
cetakan ketiga, 2014), hal.203 
59 Ibid 

































Adapun empat fungsi dalam analisis kebijakan, yaitu ; 
1) Kepatuhan, monitoring membantu menentukan apakah kegiatan 
dari program  administrator, staf, dan stakeholder sesuai dengan 
syandar dan prosedur yang telah dibuat oleh legislatif, lembaga 
pembuat undang-undang, dan lembaga profesional. 
2) Auditing, monitoring membantu menentukan apakah sumber-
sumber dan jasa yang ditujukan untuk kelompok sasaran dan yang 
berhak menerimanya (individu, keluarga, pemerintah daerah) telah 
sampai kepada mereka. 
3) Akunting, monitoring menghasilkan informasi yang membantu 
dalam akunting sosial dan perubahan ekonomi yang mengikuti 
implementasi seperangkat kebijakan publik dan program yang lalu. 
4) Eksplanasi, monitoring juga menghasilkan informasi yang dapat 
menjelaskan mengapa dari outcome kebijakan publik dan 
programnya berbeda. 
 
c. Jenis-jenis Hasil Kebijakan 
Dalam memonitoring hasil kebijakan, kita harus membedakan 
antara dua jenis akibat, yaitu (output) dan dampak (impact). Keluaran 
kebijakan adalah barang-barang, jasa, atau sumber daya yang diterima 
oleh kelompok sasaran dan kelompok penerima.  Sebaliknya, dampak 

































kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap 
yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut.60 
 
C. Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis 
Manajemen keuangan pendidikan menjadi salah satu instrumen 
kunci dan penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional 
dalam kerangka nation and state building. Sekaligus menjadi instrumen 
pendorong peningkatan kinerja mutu pendidikan di daerah maupun di 
masing-masing lembaga pendidikan Untuk itu keberadaan manajemen 
keuangan pendidikan yang baik dengan prinsip profesionalitas yang tinggi 
akan menjamin tercapainya tujuan layanan pendidikan, baik di tingkat 
nasional maupun institusional. Oleh karenanya itu, langkah-langkah 
strategis dalam konteks penciptaan,pengembangan, dan penegakkan sistem 
manajemen keuangan pendidikan yang baik merupakan tuntutan sekaligus 
kebutuhan yang semakin tak terelakkan dalam dinamika pembangunan 
pendidikan nasional yang berkeadaban.61 Melakukan dan melaksanakan 
manajemen keuangan adalah hal yang tepat untuk proses dalam 
pendidikan, bukan hanya pendidikan formal saja bahkan pendidikan non 
formal dan informal sangat memerlukan yang namanya manajemen 
keuangan, karena dengan adanya manajemen keuangan permasalahan 
yang rumit tentang keuangan akan terselesaikan dengan sistematis dan 
                                                 
60 Ibid, hal.206 
61 Arwildayanto, Nina Lamatenggo, Warni Tune Sumar, Manajemen Keuangan dan Pembiayaan 
Pendidikan (JABAR: Widya Padjadjaran, 2017), hal.21 

































strategis. Bantuan dari pemerintah, donatur dan sumbangan dari berbagai 
jenis untuk pendidikan akan lebih tertata rapid an mudah mengelolanya 
dengan menerapkan manajemen keuangan.  
Guna mendukung terwujudnya program unggulan daerah tentang 
pengembangan sumber daya manusia dan sebagai bentuk tanggung jawab 
pemerintah daerah untuk melaksanakan pendidikan gratis, terjangkau, 
bermutu, dan berkeadilan telah dibentuk Peraturan Daerah (perda) No. 7 
Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan untuk rakyat. Pada saat 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Labuhan Batu SelatanNo. 
09 a Tahun 2012 tentang penyelenggaraan program pendidikan gratis 
(berita Labuhan Batu Selatan daerah Tahun 2012 No 09 a) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.62  
Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pendidikan adalah 
dasar dalam pengembangan sumber daya manusia, daerah ataupun Negara 
maju karena mepunyai sumber daya manusia yang unggul dan 
berkompeten. Kebijakan pendidikan gratis adalah solusi yang tepat untuk 
pendidikan kalangan orang yang kurang mampu. Dengan adanya anggaran 




                                                 
62 Hotmaida Harahap, ''Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Labuhan Batu Selatan'', 
(Medan: UIN Sumatra Utara, 2008)hal. 46 




































A. Pendekatan Penelitian 
Menurut haris herdiansyah, penelitian kualitatif adalah suatu 
penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam 
konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi 
komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang 
diteliti.63 Sedangkan menuru Saban Echdar, penelitian kualitatif adalah 
satu model penelitian humanistik, yang menempatkan manusia sebagai 
subjek utama dalam peristiwa sosial/budaya.64  
Saban Echdar juga mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai 
suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada 
metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 
manusia.65 Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang 
diamati dan perilaku yang diamati.66 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena memiliki 
ciri-ciri konteks dan setting alamiah, bertujuan untuk mendapatkan 
pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena, keterlibatan secara 
                                                 
63 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba 
Humanika, 2010), hal. 10 
64 Saban Echdar, Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hal 
41 
65 Ibid, hal.56 
66 Ibid 

































mendalam serta hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, 
teknik pengumpulan data tanpa adanya manipulasi variabel, adanya 
penggalian nilai yang terkandung dari suatu perilaku, fleksibel, serta 
tingkat akurasi data dipengaruhi oleh hubungan antara peneliti dengan 
subjek penelitian.67 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan beberapa 
alasan berikut.68 Pertama, karena pertanyaan yang diajukan dimulai 
dengan kata bagaimana (how) dan apa (what). Kata-kata tersebut 
mengarah kepada suatu alur berpikir “apa yang terjadi” dan “bagaimana 
bisa terjadi”. Alur berfikir tersebut menginginkan informasi yang 
berkaitan dengan alasan dan penjabaran dari suatu fenomena yang terjadi 
yang membuat peneliti  ingin mencari tahu secara mendalam esensi dari 
fenomena tersebut. Kedua, karena topik yang diangkat benar-benar perlu 
untuk dieksplorasi secara mendalam. Ketiga, karena adanya kebutuhan 
untuk menyajikan topik atau fenomena secara lebih detil dan terperinci. 
Keempat, untuk mempelajari subjek dalam latar alamiah tanpa adanya 
perlakuan yang diberikan oleh peneliti. Kelima, karena ketertarikan 
peneliti untuk menulis dalam bentuk lebih bebas. Keenam, karena peneliti 
memiliki waktu yang cukup dan sumber daya yang memadai dalam 
mencari subjek dengan keunikan tertentu dan mampu menggali informasi 
yang dibutuhkan serta mampu melakukan analisis secara tepat. Ketujuh, 
                                                 
67 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba 
Humanika, 2010), hal. 10 
68 Ibid, hal.16 

































pendekatan ini menjadikan peneliti sebagai active learner yang 
menceritakan fenomena yang dialami murni dari sudut pandang subjek 
daripada bercerita atas nama dirinya sebagai seorang “ahli”.  
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang. 
Pondok Pensantren Kalimasada terletak di desa Bangsri kecamatan 
Plandaan kabupaten Jombang, Letak Pondok Pensantren Kalimasada 
Jombang sangat strategis karena untuk menuju lokasi tersebut jalanya 
sudah baik dan dekat dengan kali Brantas dengan jarak 2 KM dan berjarak 
1,5 KM dari POLSEK Plandaan. 
Pondok Pensantren Kalimasada Jombang berdiri pada tahun 2012. 
Pondok Pesantren yang pimpin oleh KH. Fakhruddin Siswopranoto ini 
mempunyai 200 santri mukim, 320 peserta didikyang berada di naungan  
lembaga Kalimasada, dan mempunyai 3 Ustadz. Pondok Pensantren 
Kalimasada Jombang memiliki Masjid kebanggaan pondok pesantren. 
 
C. Sumber Data dan Informan Penelitian 
Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa:   
1. Person (Informan Penelitian), Dalam hal ini yang menjadi informan 
penelitian adalah: 
a) Kepala lembaga Kalimasada 

































1) Melakukan wawancara terkait Manajemen Keuangan dalam 
Kebijakan Pendidikan Gratis yang telah dijabarkan dalam 
pedoman wawancara. 
2) Data yang diperlukan dari informan berupa laporan Manajemen 
Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis 
b) Dewan Asatidz 
Melakukan wawancara terkait Manajemen Keuangan dalam 
Kebijakan Pendidikan Gratis yang telah dijabarkan dalam pedoman 
wawancara. 
c) Bendahara Pondok Pesantren 
Melakukan wawancara terkait pelaksanaan Manajemen 
Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis yang telah 
dijabarkan dalam pedoman wawancara. 
d) Komite Pondok Pesantren 
Melakukan wawancara terkait Manajemen Keuangan dalam 
Kebijakan Pendidikan Gratis yang telah dijabarkan dalam pedoman 
wawancara. 
 
2. Paper (Dokumen atau Arsip) 
Menurut Saban Echdar, paper merupakan sumber data yang 
menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-

































simbol lain.69 Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa angka, 
gambar, atau tulisan-tulisan terkait pelaksanaan manajemen keuangan 
dalam kebijakan pendidikan gratis di Pondok Pensantren Kalimasada 
Jombang. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan 
peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Pengumpulan data 
dilakukan dengan berbagai metode, yaitu metode observasi, metode 
wawancara, metode survei, metode dokumentasi, metode focus group 
discussion, dan teknik triangulasi.70 
Metode penelitian yang dirasa peneliti cocok dengan objek penelitaian 
ini untuk selanjutnya peneliti gunakan, antara lain: 
1. Observasi 
Menurut Sutrisno Hadi (2004) yang dijelaskan dalam buku metode 
penelitian manajemen dan bisnis, observasi merupakan suatu proses 
yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 
biologis dan psikologis.71 
Peneliti menggunakan teknik observasi terstruktur. Observasi 
terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, 
                                                 
69 Saban Echdar, Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hal 
287 
70 Ibid 
71 Ibid, hal 289 

































tentang apa yang akan diamati, kapan, dan dimana tempatnya.72 
Peneliti akan melakukan observasi terkait kondisi sarana dan 
prasarana, kondisi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, kondisi 
pembelajaran santri. Observasi ini berguna untuk melihat secara nyata 
kondisi Pondok Pensantren Kalimasada sebagai bukti kepuasan dan 
keberhasilan dari proses manajemen keuangan dalam kebijakan gratis. 
 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan alat pembuktian (rechecking) terhadap 
informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik 
wawancara dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam73 
Menurut Sutopo, wawancara atau interviu adalah usaha 
mengumpulkan infromasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 
secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.74 Jenis wawancara 
menurut sugiyono meliputi wawancara bebas, wawancara terpimpin 
dan wawancara bebas terpimpin.75  
Dalam penelitian ini peneliti memilih jenis wawancara mendalam 
dan bebas terpimpin. Wawancara mendalam karena jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitiatif, dan wawancara bebas terpimpin yaitu 
pewawancara menggunakan pedoman pertanyaan terstruktur dan 
                                                 
72 Ibid, hal 290 
73 Ibid, hal 293 
74 Sutopo, H.B. Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian 
(Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006) 
75 Saban Echdar, Saban Echdar, Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2017), hal 293 

































selanjutnya memperdalam satu per satu untuk mengorek keterangan 
lebih lanjut tentang Manajemen Keuangan dalam Kebijakan 
Pendidikan Gratis di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang. 
 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi berasal dari kata dokumen. Kata dokumen berasal 
dari bahasa latin, yaitu docere, yan berarti mengajar.76 Dokumen 
merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, 
baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya 
monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses 
penelitian77 Dalam penelitian ini, akan didapatkan dokumen-dokumen 
terkait proses manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis 
di Pondok Pensantren Kalimasada yang dimiliki.. 
 
E. Analisis dan Interpretasi Data 
Analisis data adalah proses penghimpun atau pengumpulan, 
pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyortir dan 
memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan, 
dan mendukung pembuatan keputusan penelitian.78 Peneliti menggunakan 
teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman, 
                                                 
76 Ibid, 299 
77 Ibid, 300 
78 Ibid, 333 

































dengan melalui tiga tahap analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.79 
Tabel 3.1 Pengkodean Data Penelitian 
No. Aspek Pengkodean Kode 
1. Latar Penelitian  
 a. Pondok Pesantren P 
2. Teknik Pengumpulan Data  
 a. Wawancara W 
 b. Observasi O 
 c. Studi Dokumentasi D 
3. Sumber Data  
 a. Informan I FS 
 b. Informan II Ag 
 c. Informan III Ar 
 d. Informan IV AK 
 e. Informan V M 
4. Fokus Penelitian  
 a. Manajemen Keuangan dalam Kebijakan 
Pendidikan Gratis 
F1 
 b.  Tujuan Manajemen Keuangan dalam 
Kebijakan Pendidikan Gratis 
F2 
 c. Faktor Pendukung dan Penghambat 
Manajemen Keuangan dalam Kebijakan 
Pendidikan Gratis 
F3 
 d. Solusi dari Hambatan dalam Pelaksanaan 
Manajemen Keuangan dalam Kebijakan 
Pendidikan Gratis 
F4 
5. Waktu Kegiatan: Tanggal-Bulan-Tahun /01-01-
2001 
 
Pengkodean ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam 
melakukan analisis data hasil penelitian. Sebagai contoh peneliti 
melakukan wawancara kepada informan I tentang fokus penelitian 
Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis, bertempat di 
                                                 
79 Agus Salim dan Ali Forman, Pengantar dan Berfikir Kualitatif dalam Agus Salim, Teori dan 
Paradigma Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal 22-23 

































sekolah pada tanggal 06 Mei 2019, maka pengkodean yang sesuai dengan 
pedoman diatas adalah: (P.W.FS.F1/06-05-2019). 
 
F. Keabsahan Data 
Hasil penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasikan pada kancah 
dan subjek yang berbeda. Menurut beberapa ahli, hasil penelitian kualitatif 
juga dapat diterapkan untuk kancah dan subjek yang berbeda jika memiliki 
karakteristik yang sama. Namun, hasil penelitian kualitatif perlu diuji 
terlebih dahulu dengan menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan 
teknik.80 
Ada beberapa uji tingkat kepercayaan hasil penelitian kualitatif, 
diantaranya:81 
1. Keandalan (credibility) 
Uji keandalan dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan hasil 
penelitian. Ada lima teknik dalam uji kredibilitas ini, yaitu: 
a) Meningkatkan kepercayaan temuan penelitian. 
b) Pengecekan secara eksternal data penelitian. 
c) Pengujian hipotesis kerja. 
d) Pengecekan data mentah yang digunakan dalam analisis. 
e) Pengecekan temuan dan interpretasi dengan sumber data. 
 
 
                                                 
80 Musfiqon, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta:Prestasi Pustakaraya, 2012), hal. 167 
81 Ibid, hal 168-169 

































2. Keteralihan (transferability) 
Uji keteralihan ini digunakan agar hasil penelitian dapat digunakan 
dan dijadikan landasan pada penelitian yang berbeda kancah dan 
subjeknya namun memiliki karakteristik yang sama. Uji keteralihan ini 
dapat dilakukan dengan melakukan analisis kancah penelitian dengan 
melakukan pengecekan pada sumber data. 
3. Kebergantungan (dependability) 
Uji kebergantungan dimaksudkan untuk mengetahui proses inkuiri 
dan meningkatkan daya akseptabilitas (penerimaan) hasil penelitian. 
Uji kebergantungan dilakukan dengan cara melakukan audit kembali 
pada semua data dan sumber data sampai batas tertentu, sehingga 
penelitian bisa diterima. 
4. Ketegasan (confirmability) 
Uji ketegasan merupakan lanjutan dari uji kebergantungan. Uji 
ketegasan dilakukan dengan pemeriksaan temuan, jejak rekam, catatan 
penelitian, dan aspek lain. Apabila semua sudah diperiksa kembali dan 
tetap memiliki hasil dan makna yang sama, maka peneliti dapat 
mengakhiri peneliltiannya. 
5. Triangulasi 
Teknik triangulasi digunakan untuk menguji tingkat kepercayaan 
penelitian. Teknik ini mengutamakan efektifitas hasil penelitian. ada 
beberapa teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode, triangulasi 
sumber, dan triangulasi teori. 

































Triangulasi metode digunakan untuk mengecek efektifitas metode 
yang digunakan. Selain menggunakan wawancaram peneliti juga 
menggunakan metode observasi dalam mengumpulkan data yang 
sama. 
Triangulasi sumber data yaitu melakukan pencarian data yang 
sama pada sumber data yang berbeda. Contoh, selain menanyakan 
kepada kepala yayasan, peneliti juga mengonfirmasi masalah yang 
sama pada kepala pondok pesantren, bendahara pondok pesantren, 
maupun komite pondok pesantren. 
Triangulasi teori digunakan untuk melakukan uji keterpercayaan 
dari sisi teori. Apakah hasil yang didapatkan telah sesuai dengan teori 
yang ada atau belum. 
 Peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam melakukan 
penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini bisa dipercaya.  
Selain itu, teknik triangulasi dinilai lebih efektif dan lebih tepat 










































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Subjek 
Penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan dengan seksama selama kurang 
lebih satu bulan lebih, dimulai sejak bulan mei 2019 sampai dengan bulan 
juni 2019. Pada bulan mei awal peneliti datang untuk melaksanakan 
silaturahmi dengan keluarga pondok pesantren dan selang dua minggu 
peneliti melakukan observasi untuk memastikan subjek yang akan diteliti 
sesuai dengan topik penelitian. Peneliti memutuskan untuk meneliti di 
Pondok Pensantren Kalimasada untuk memastikan ketepatan pondok 
pesantren sebagai subjek penelitian. Sebelumnya peneliti sudah mengenal 
sedikit banyaknya keluarga dari pondok pesantren tersebut, dikarenakan 
setiap tahun peneliti datang dipondok pesantren untuk melakukan kegiatan 
bakti santri oleh organisasi forum mahasiswa jombang. Setelah menemukan 
subjek yang diperkirakan tepat, maka peneliti membuat surat izin untuk 
melakukan penelitian awal. Kemudian setelah subjek yang dituju sudah 
dipastikan tepat, maka peneliti melanjutkan penelitian pada minggu awal di 
bulan mei 2019. 
Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, melakukan 
penelitian awal yang dilakukan pada tanggal 02 Mei 2019. Kedua, melakukan 
beberapa penelitian lanjutan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan 
penggalian data dari paper/dokumentasi yang dilakukan dalam beberapa hari 

































selama 1 bulan. Penelitian awal dilakukan untuk memastikan objek yang 
dituju sudah sesuai dengan topik penelitian. penelitian awal dilakukan dengan 
melakukan wawancara kepada ketua yayasan. Selanjutnya, dalam penelitian 
lanjutan peneliti diarahkan oleh ketua yayasan untuk menghubungi 
narasumber yang lain yang dibutuhkan sesuai dengan judul penelitian.  
Ada lima informan yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini. 
Subjek penelitian berguna untuk memberikan informasi terkait dengan judul 
penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Berikut informan yang 
terlibat dalam penelitian ini: 
1. Informan I (FS) 
Informan pertama, yakni KH. Fahrudin Siswopranoto, M.Pd.I. 
Beliau selaku ketua yayasan Pondok Pensantren Kalimasada. Selain 
menjadi Ketua Yayasan Pondok Pensantren Kalimasada, KH. Fahrudin 
Siswopranoto juga merangkap sebagai guru di lembaga formal yang ada di 
yayasan Pondok Pensantren Kalimasada. Wawancara dilakukan di Pondok 
Pensantren Kalimasada jombang pada Hari Senin, 06 Mei 2019 pukul 
10:00-12:00 bertempat di rumah ndalem KH. Fahrudin Siswopranoto. 
2. Informan II (Ag) 
Informan kedua, yakni Ustadz Agung, S.Ag atau dalam penelitian. 
Beliau menjabat sebagai ustadz dan guru di yayasan Pondok Pensantren 
Kalimasada. Wawancara dilakukan di Pondok Pensantren Kalimasada 
pada Hari Senin, 13 Mei 2019 pada pukul 08:30-10:00 WIB bertempat di 
ruang guru. 


































3. Informan III (Ar) 
Informan ketiga, yakni Ustadz Arya. Beliau menjabat sebagai 
ustadz juga sekaligus merangkap menjadi guru kelas. Wawancara 
dilakukan di Pondok Pensantren Kalimasada pada Hari Senin, 13 Mei 
2019 pukul 12:00-14:00 WIB bertempat di ruang guru. 
4. Informan IV (AK) 
Informan keempat, yakni Ustadzah Ana Kharisma. Beliau 
menjabat sebagai ustadzah sekaligus merangkap menjadi guru kelas, guru 
PAI. Wawancara dilakukan di pondok pesantren pada Hari Rabu, 15 Mei 
2019 pukul 09:30-10:30 WIB bertempat di masjid pondok pesantren. 
5. Informan V (M) 
Informan kelima, yakni Ustadzah Munzilah, S,Pd.I. sekaligus 
merangkap menjadi guru kelas. Wawancara dilakukan di pondok 
pesantren pada Hari Rabu, 15 Mei 2019 pukul  12:00-13:00 WIB 
bertempat di masjid pondok pesantren. 
 
Dari uraian diatas, peneliti akan mengklasifikasikan dalam bentuk tabel di 
bawah ini. 
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 
No. Tanggal Kegiatan 
2. 01 Mei 2019 Penelitian awal 
3. 01 Mei 2019 Menyerahkan proposal penelitian, instrumen 
wawancara dan pedoman observasi 
4. 06 Mei 2019 Wawancara dengan KH. Fahrudin Siswopranoto 
M,Pd. 

































No. Tanggal Kegiatan 
5. 13 Mei 2019 Wawancara dengan Ustadz Agung dan Ustadz Arya 




B. Temuan Penelitian 
Temuan penelitian akan menjabarkan atau menarasikan data yang 
didapatkan peneliti dari hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen. 
Deskripsi hasil temuan ini sekaligus menjadi jawaban dari fokus penelitian 
yang telah diangkat oleh peneliti. 
1. Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan gratis di Pondok 
Pensantren Kalimasada Jombang 
a) Manajemen Keuangan Pondok Pensantren Kalimasada 
Manajemen keuangan adalah aktivitas organisasi yang  terdiri dari 
planning, organizing, actuating, dan controlling dana perusahaan/ 
lembaga pendidikan.  
Menurut FS manajemen keuangan adalah sebagai berikut:  
“manajemen keuangan itu cara seseorang atau lembaga untuk 
mengoperasikan keuangan, mengelola keuangan, memainkan alur 
keuangan untuk tujuan dari pengaturan keuangan tersendiri. Agar 
nantinya dapat mudah dimengerti dan dilaksanakan dalam 
membuat peta keuangan seperti yang pertama sumber donatur dari 
siapapun atau dalam ilmu manajemen yaitu pemasukan dan 
pengeluaran.”82 (P.W.FS.F1/06-05-2019) 
Pendapat lain ada dari Ustad Agung yakni 
                                                 
82 Hasil wawancara dengan KH. Fahrudin Siswopranoto ketua yayasan pondok pesantren 
kalimasada, di rumah abdi ndalem Hari Senin, Tanggal 06 Mei 2019 Pukul 10:00-12:00 WIB 

































"Manajemen Keuangan yang saya ketahui adalah bagaimana 
seseorang itu pandai dalam memainkan model keuangan dengan 
cara mereka masing-masing sesuai ilmu yang dimilikinya, contoh 
saya ingin memainkan keuangan dengan berbasis ilmu ekonomi itu 
pendapat saya dan pasti beda lagi dengan orang lain cara 
memainkan keuangan dengan cara seperti apapun sesuai 
kemampuan masing-masing.” (P.W.Ag.F1/06-05-2019) 
Tidak hanya pendapat dari dua informan tersebut, hal yang sama 
dan bahlkan satu pandangan pendapat yang dikemukakan oleh Ustadz 
Arya tentang manajemen keuangan gratis di Pondok Pensantren 
Kalimasada yaitu: 
"manajemen keuangan menurutku adalah suatu usaha pengelolaan 
keuangan melalui sebuah proses tahapan mulai dari proses 
perencanaan sampai dengan tujuan dari dikelolanya uang tersebuut 
oleh lembaga"83 (P.W.Ar.F1/13-05-2019) 
Hal senada juga dikemukakan oleh Ustadzah Ana Kharisma yakni: 
"manajemen keuangan itu sebuah ilmu yang mengatur pengeluaran 
dan pemasukan keuangan dan bukan sekedar itu saja  melainkan kita 
bisa mengetahui lebih detail tentang bagaimana pengelolaan 
keuangan menjadi lebiih baik.” (P.W.AK.F1/15-05-2019)  
Dari penjelasan diatas tentang manajemen keuangan sangat penting 
dan harus dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan pondok 
pesantren. Karena, dengan menerapkan manajemen keuangan yang 
bagus akan mendatangkan proses pengelolaan khususnya keuangan 
yang bagus pula didalam menjalankan pengembangan pondok 
pesantren. KH. Fahrudin Siswopranoto juga berbicara tentang 
manajemen keuangan pondok pensantren kalimasada  
                                                 
83 Hasil wawancara dengan Ustadz Arya sebagai Ustadz dan Guru, di Ruang Guru Pondok 
Pesantren Hari Senin, Tanggal 13 Mei 2019 Pukul 12:00-14:00 WIB 

































“secara struktural yang mengelola keuangan pondok pesantren 
hanya saya dan istri saya, dari pemasukan sampai pengeluaran 
untuk pondok pesantren yang mengelola itu saya dan istri saya 
tetapi terkadang ada saran dari dewan asatidz asatidza untuk 
membantu kekurangan yang saya dan istri saya lakukan dan tidak 
ada pembukuan yang formal untuk alur keuangan kami, hanya 
coretan-coretan saja dikarenakan seluruh pembiayaan pondok 
pesantren murni dari saya dan istri saya. Secara prasaran yang lain 
mengenai gedung dan lain-lain saya meminta bantuan  dengan 
mengajukan proposal kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), 
Dewan Perwakilan Provinsi dan lain-lain untuk penyaluran dana 
buat pembangunan gedung di yayasan kami. Karena itu semua 
berkat dan barokah dari keaktifan saya diorganisasi sehingga saya 
memanfaatkan jaringan teman, saudara atau teman organisasi yang 
ada, tetapi tidak menutup kemungkinan biaya gedung sepenuhnya 
dari donatur-donatur tapi uang saya dan istri saya pun tetap 
terpakai untuk kekuranganya.”84 (P.W.FS.F1/06-05-2019) 
Pendapat lain ada dari Ustad Agung yakni 
 “dari apa yang saya lihat atau amati selama saya berada di yayasan 
pondok pesantren kallimasada ini untuk manajemen keuangan atau 
bahasa mudahnya pengelolaan keuangan itu semua diambil alih 
atau dijalankan sepenuhnya oleh KH Fahrudin dan Istrinya, 
dikarenakan seluruh pembiayaan ditanggung oleh beliau tanpa 
adanya rasa pamrih. Prinsip beliau sodaqoh tidak akan membuat 
miskin, dan terjadi fakta bahwa sudah selama ini keadaan Pondok 
Pensantren Kalimasada semakin hari, bulan bahkan semakin tahun 
semakin maju baik dari segi kualitan kuantitas santri dan sarana 
prasarananya."85 (P.W.Ag.F1/13-05-2019) 
Selama peneliti mengamati yang ada dalam lingkungan yayasan 
Pondok Pensantren Kalimasada memang cukup jelas kalau dalam 
segi manajemen keuangannya murni dari pengasuh pondok pesantren 
yaitu KH.Fahrudin Siswopranoto beserta istrinya dan tidak hanya itu 
bahkan dari pengakuan para santriwan dan santriwati juga 
mengemukakan hal yang senada bahwa seluruh biaya Pondok 
                                                 
84 Ibid 
85 Hasil wawancara dengan Ustadz Agung salah satu Ustadz sekaligus guru di yayasan pondok 
pesantren kalimasada, di ruang Guru Hari Senin, Tanggal 13 Mei 2019 Pukul 08:30-10:00 WIB 

































Pensantren Kalimasada memang digratiskan. Hal tersebut sangat 
tepat untuk diterapkan untuk keberlangsungan proses pembelajaran 
bagi siapapun yang ingin menyantri tetapi dengan kondisi 
perekonomian minim.  
Tidak hanya pendapat dari dua informan tersebut, hal yang sama 
dan bahlkan satu pandangan pendapat yang dikemukakan oleh Ustadz 
Arya tentang manajemen keuangan gratis di Pondok Pensantren 
Kalimasada yaitu: 
"memang benar manajemen keuangan pondok pesantren di 
jalankan langsung oleh Pak Kyai dan Bu Nyai baik dari 
penerimaan bantuan sampai dengan kegunaan keuangan untuk 
keperluan pondok pesantren"86 (P.W.Ar.F1/13-05-2019) 
Hal senada juga dikemukakan oleh Ustadzah Ana Kharisma yakni: 
 “Pondok Pensantren Kalimasada ini keuanganya murni dari pak 
yai dan bu nyai, jadi yang memanajemen semuan itu pihak 
ndalem."87 (P.W.AK.F1/15-05-2019) 
Hampir sama dengan Ustadzah Munzilah yang berbicara tentang 
seputar manajemen keuangan Pondok Pensantren Kalimasada yaitu: 
"manajemen yang saya ketahui itu bagaimana cara seseorang bisa 
mendayagunakan keuangan dengan lebih baik sesuai prioritas 
kebutuhan masing-masing. Dan benar seperti yang disampaikan 
oleh Ustadzah Ana, bahwa seluruh keuangan pondok pesantren 
bersumber dari pak yai dan bu nyai dan pengelolaanya yang 
menghandel juga pak yai dan bu nyai. Memang ada struktur dalam 
pondok pesantren seperti ketua, sekretaris dan bendahara tetapi 
tetap yang mengelola keuangan sepenuhnya adalah pak yai dan bu 
nyai dikarenakan pondok kami ini menerapkan sistem keluarga 
dimana kami menggratiskan anak didik kami demi 
                                                 
86 Ibid 
87 Hasil wawancara dengan Ustadzah Ana Kharisma sebagai Ustadzah dan Guru PAI, di Masjid 
Pondok Pesantren Hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2019 Pukul 09:30-10:30 WIB 

































keberlangsungan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman 
antar sesama."88 (P.W.M.F1/15-05-2019) 
Dari hasil temuan lapangan mengenai manajemen keuangan 
Pondok Pensantren Kalimasada peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
manajemen keuangan sangat perlu intuk dilaksanakan sebagai 
keberlangsungan keuangan yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan. 
Manajemen Pondok Pensantren Kalimasada bersumber dari KH. 
Fahrudin Siswopranoto sepenuhnya dan pondok pesantren ini 
memakai sistem keluarga dimana disitu semuanya keluarga yang 
harus belajar dengan nyaman, sehingga dalam pengelolaan atau 
manajemen keuangan pondok pesantren sepenuhnya yang mengatur 
KH. Fahrudin Siswopranoto. 
 
b) Kebijakan Pendidikan Gratis 
Dalam hal ini Pondok Pensantren Kalimasada jombang membuat 
kebijakan pendidikan gratis yang dikemukakan oleh pengasuh 
pondok pesantren yakni KH. Fahrudin Siswopranoto antara lain: 
"kebijakan gratis itu dimana seorang pemimpin membuat kebijakan 
gratis sesuai peraturan dan kebudayaan daerah setempat. Didalam 
ppondok pesantren ini saya terapkan gratis keseluruhan bukan 
gratis setengah-setengah, seperti yang ada dalam pendidikan negeri 
lainya menerapkan kebijakan gratis untuk peserta didik hanya 
setengah dan jika tidak mempunytai uang, ketika peserta didik 
sudah mempunyai uang maka akan ditarik untuk membayar beda 
dengan sitem pondok pesantren kami yang menerapkan gratis 
secara keselulruhan. Artinya kami membiayai santri kami secara 
                                                 
88 Hasil wawancara dengan Ustadzah Munzilah sebagai Ustadzah dan Guru kelas, di Masjid 
Pondok Pesantren Hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2019 Pukul 12:00-13:00 WIB 
 

































gratis bagi siapa yang ingin menyantri di pondok pesantren kami 
tanpa dipungut biaya sedikitpun."89 (P.W.FS.F1/06-05-2019) 
Dari hasil temuan lapangan tersebut peneliti sangat mengapresiasi 
terhadap kebijakan yang dibuat oleh KH. Fahrudin Siswopranoto 
bahwa beliau membuat kebijakan yang sangat tepat di era yang 
seperti inii, karena banyak masyarakat yang kurang mampu untuk 
membiayai anaknya untuk keberlangsungan proses belajar dan di 
pondok pesantren ini jawaban dari masyarakat kurang mampu yang 
ingin anaknya belajar sesuai kebutuhanya dengan gratis. 
Tambahan dari KH. Fahrudin Siswopranoto tentang keputusan 
membuat kebijakan gratis di pondok pesantren antara lain: 
"memang kami belum membuat landasan hukum sendiri mengenai 
kebijakan gratis karena tujuan kebijakan gratis kami untuk 
menampung peserta didik yang kurang mampu. Kami mempunyai 
prinsip kalau keuangan pribadi dirasa sudah mencukupi dan masih 
ada sisa mengapa kita tidak berbagi jadi, sisa dari kebutuhan kami 
alokasikan dana untuk membiayai santri secara keseluruhan 
dengan niatan agar santri kami bisa belajar tanpa memikirkan dana 
karena kami memakai sistem keluarga dimana para santri bisa 
belajar dengan nyaman tanpa memikirkan pembayaran kedepanya. 
Niatan dan keputusan kami diijabah oleh Allah SWT selama 
kurang lebih selama pondok pesantren ini didirikan sampai 
sekarang berjalan dengan lancar dan semakin lama semakin banyak 
peminatnya."90 (P.W.FS.F1/06-05-2019) 
 
2. Tujuan Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan gratis di 
Pondok Pensantren Kalimasada Jombang 
                                                 
89 Hasil wawancara dengan KH. Fahrudin Siswopranoto ketua yayasan pondok pesantren 
kalimasada, di rumah abdi ndalem Hari Senin, Tanggal 06 Mei 2019 Pukul 10:00-12:00 WIB 
90 Ibid 

































Dalam pembahan kali ini lebih banyak membahas tentang tujuan dari 
kebijakan pendidikan gratis, kalau dari tujuan manajemen keuangan 
sendiri hanya biar tidak kesusahan dalam mengatur keuangan pondok 
pesantren. Dari hasil temuan lapangan mengenai tujuan kebijakan 
pendidikan gratis menurut pengasuh pondok pesantren langsung KH. 
Fahrudin Siswopranoto yaitu: 
"memang kami belum membuat landasan hukum sendiri mengenai 
kebijakan gratis karena tujuan kebijakan gratis kami untuk 
menampung peserta didik yang kurang mampu. Kami mempunyai 
prinsip kalau keuangan pribadi dirasa sudah mencukupi dan masih ada 
sisa mengapa kita tidak berbagi jadi, sisa dari kebutuhan kami 
alokasikan dana untuk membiayai santri secara keseluruhan dengan 
niatan agar santri kami bisa belajar tanpa memikirkan dana karena 
kami memakai sistem keluarga dimana para santri bisa belajar dengan 
nyaman tanpa memikirkan pembayaran kedepanya. Niatan dan 
keputusan kami diijabah oleh ALLAH SWT selama kurang lebih 
selama pondok pesantren ini didirikan sampai sekarang berjalan 
dengan lancar dan semakin lama semakin banyak peminatnya"91 
(P.W.FS.F2/06-05-2019) 
Dari ungkapan pengasuh pondok pesantren KH. Fahrudin 
Siswopranoto maka penulis akan menyimpulkan bahwa tujuan dari adanya 
kebijakan gratis untuk berbagi dengan ikhlas kepada para santri yang ingin 
belajar secara seksama tanpa adanya pungutan biaya sama sekali, memang 
secara ilmu manajemen belum ada landasan hukum atau kurikulum 
tersendiri dipondok pesantren yang membuat kebijakan gratis melainkan 
hanya sekedar niatan untuk membiayai seluruh kebutuhan proses belajar 
mengajar dipondok pesantren dengan gratis. 
                                                 
91 Ibid 

































Hal yang sama juga diucapkan oleh Ustadzah Munzilah selaku Guru 
dalam yayasan Pondok Pensantren Kalimasada yaitu: 
"tujuan Pondok Pensantren Kalimasada membuat kebijakan gratis ini 
untung menopang dan menampung peserta didik yang ingin menyantri 
dengan latar belakang kekurangan perekonomian untuk belajar 
bersama kami di Pondok Pensantren Kalimasada, jika kita mengkaji 
pada hukum ALLAH SWT tentang sodaqoh maka jawabanya 
kekayaan seseorang akan dilipat gandakan oleh ALLAH SWT jika dia 
berkeinginan sodaqoh dengan ikhlas meski hanya sedikit yang 
dimilikinya. Kami semua keluarga Pondok Pensantren Kalimasada 
sudah menyaksikan tentang hasil sodaqoh kami yaitu membiayai 
proses belajar sepenuhnya kepada santri dengan gratis seluruhnya, dan 
ilmu itu juga kami turunkan kepada santri-santri kami agar selalu 
berbagi kepada sesama yang lebih membutuhkan."92 (P.W.M.F2/15-
05-2019) 
Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh ustaz Agung, berikut ini: 
"memang kami tidak ikut serta dalam membuat kebijakan gratis ini 
karena kami hadir di pertengahan proses kebijakan gratis yang sidah 
berjalan, tetapi kami mengetahui sedikit tentang tujuan membuat 
kebijakan gratis ini untuk mewadahi para santri yanng kurang mampu 
itu tujuan kami. Tetapi rencana pasti ada berbedanya dengan realita 
bahwa sampai saat ini santri kami sudah sebanyak kurang lebih 200 
santri dan disitu beragam jenis nya mulai dari keluarga miskin bahkan 
ada keluarga orang terpandangpun ikut nyantri di Pondok Pensantren 
Kalimasada ini.”93 (P.W.Ag.F2/13-05-2019) 
Kebijakan gratis seperti yang dibuat oleh Pondok Pensantren 
Kalimasada ini begitu unik dan belum tentu lembaga lain ada yang bisa 
menerapkan metode tersebut dalam membuat lembaga pendidikan, tujuan 
membuat kebijakan pendidikan gratis adalah hal yang tepat, dikarenakan 
banyak masyarakat sekarang yang kurang mampu tetapi menginginkan 
anaknya untuk tetap melanjutkan proses belajarnya. Pondok Pensantren 
                                                 
92 Hasil wawancara dengan Ustadzah Munzilah sebagai Ustadzah dan Guru kelas, di Masjid 
Pondok Pesantren Hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2019 Pukul 12:00-13:00 WIB 
93 Hasil wawancara dengan Ustadz Agung salah satu Ustadz sekaligus guru di yayasan pondok 
pesantren kalimasada, di ruang Guru Hari Senin, Tanggal 13 Mei 2019 Pukul 08:30-10:00 WIB 

































Kalimasada menerapkan kebijakan pendidikan gratis dengan memakai 
metode sistem keluarga yang tidak ada penarikan uang sama sekali.  
Ustadz Arya juga berpendapat tentang tujuan Pondok Pensantren 
Kalimasada membuat kebijakan gratis yakni: 
"sebenarnya sama dengan semua yang diungkapkan oleh sebeleumnya 
dan sedikit tambahan saya tentang tujuan membuat kebijakan 
pendidikan gratis ini untuk membantu anak yang kurang mampu 
untuk belajar di pPondok Pensantren Kalimasada dengan senang tanpa 
adanya pemungutan biaya dan tujuan itu sudah telaksana meski 
kurang maksimal tetap akan kami jalankan sesuai rencana dan 
lkeputusan yang dibuat oleh KH. Fahrudin Siswopranoto."94 
(P.W.Ar.F2/13-05-2019) 
 
3. Faktor pendukung dan penghambat Manajemen Keuangan dalam 
Kebijakan Pendidikan gratis di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang 
a) Faktor pendukung dan penghambat manajemen keuangan 
Dalam membuat sebuah rencana baik rencana yang kurang matang 
sampai dengan rencana yang paling matang akan selalu ada 
kejanggalan yaitu penghambat dan juga pastinya ada faktor 
pendukungnya. Disini KH. Fahrudin Siswopranoto mengungkapkan 
bahwa: 
"ketika saya menajalankan proses keuangan pondok pesantren 
pastinya menemui hal-hal yang mendungkung dan bahkan 
penghambat ditengah jalan, faktor pendukung sangat banya dari 
yang pertama keutamaan ibadah yang membuat kami selalu sadar 
akan kekuasaan ALLAH SWT yang maha kaya, sehingga kami 
termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan dengan cara sodaqoh dan 
mengelola keuangan dengan baik. Hal kedua keluarga besar 
pondok pesantren yang senantiasa mendukung dalam proses 
                                                 
94 Hasil wawancara dengan Ustadz Arya sebagai Ustadz dan Guru, di Ruang Guru Pondok 
Pesantren Hari Senin, Tanggal 13 Mei 2019 Pukul 12:00-14:00 WIB 

































manajemen keuangan dengan cara para santri mandiri membuat 
koperasi pondok untuk membantu keuangan pondok pesantren, 
sehingga hati kami tersentuh untuk selalu bersungguh-sunggu 
melaksanakan tugas yang mulia ini yaitu memanajemen keuangan-
keuangan pondok pesantren dengan baik. Adapun yang ketiga 
yakni penghasilan saya dan istri saya yang lebih dari cukup untuk 
membiayai keperluan pondok pesantren."95 (P.W.FS.F3/06-05-
2019) 
"Jika bebrbicara mengenai penghambat dalam proses manajemen 
keuangan maka akan kami sebutkan faktornya yaitu ketika kami 
kehabisan uang, itu salah satu faktor penghambat kami dalam 
melaksanakan proses manajemen keuangan. Keuangan diPondok 
Pensantren Kalimasada selalu berputar jadi didalamnya selalu ada 
yang menghambat untuk kebutuhan pondok pesantren."96 
(P.W.FS.F3/06-05-2019) 
Dalam sebuah proses usaha pasti ada yang namanya pendungkung 
dan bahkan ada penghambat, didalam Pondok Pensantren Kalimasada 
sesuai yang diungkapkan langsung oleh pengasuh pondok pesantren 
dalapat penulis simpulkan tentang kebijakan dan keteladanan sorang 
pemimpin dalam menyikapi permasalah yang ada dalam pondok 
pesantren, sehingga meski adanya faktor pendukung yang banyak 
ketika mendapatkan hambatan pun akan bisa diselesaikan dengan 
keilmuan yang dimilikinya. 
Ustadz Agung sebagai Ustadz sekaligus guru di pondok pesantren 
kalilmasada mengungkapkan tentang yang dialaminya yaitu: 
"sesulit apapun penghambat itu jika kita hadapi dengan kepala 
dingin dan dukungan dari orang sekitar dan pastinya dengan 
bantuan keilmuan dari berbagai pihak, maka akan dapat 
terselesaikan dengan baik dan selama ini memang didalam Pondok 
                                                 
95 Hasil wawancara dengan KH. Fahrudin Siswopranoto ketua yayasan pondok pesantren 
kalimasada, di rumah abdi ndalem Hari Senin, Tanggal 06 Mei 2019 Pukul 10:00-12:00 WIB 
96 Ibid 

































Pensantren Kalimasada untuk faktor penghambat hanya jika 
kehabisan uang selebihnya belum ada"97 (P.W.Ag.F3/13-05-2019) 
Hal tersebut diperjelas langsung oleh pengasuh pondok pesantren 
KH. Fahrudin Siswopranoto: 
"jika diperjelas keuangan Pondok Pensantren Kalimasada untuk 
mengenai kebutuhan keseharian sumbernya murni dari saya tetapi 
untuk kebutuhan pembangunan gedung ada donatur dari para 
Dewan Provinsi tetapi tidak 100% murni dibiayai, tetapi ada 
keuangan saya yang seharusnya untuk kebutuhan sehari-hari 
akhirnya saya ikut sertakan dalam menutupi kekurangan 
pembangunan gedung dan pastinya pembangunan gedung cukup 
memakan biaya yang banyak, dari peristiwa itulah keuangan kami 
merosot atau faktor penghambat dari manajemen keuangan 
kami."98 (P.W.FS.F3/06-05-2019) 
Adapun pendapat yang sama dari Ustadz Arya: 
"saya pun mengalaminya dalam keikutsertaan dalam menjalankan 
program kegiatan pondok pesantren dari kesenangan sampai pada 
kesusahan yakni adanya hambatan tersebut. Selain yang sudah 
diungkapkan langsung oleh KH. Fahrudin Siswopranoto saya juga 
mengungkapkan faktor penghambat dari keuangan Pondok 
Pensantren Kalimasada yaitu masalah keuangan keseharian yang 
ikut alih dalam proses pembangunan gedung, selama tidak ada 
pembangunan gedung juga tidak akan ada permasalahan, bahkan 
kami pun digaji oleh KH. Fahrudin Siswopranoto tetapi tiodak ada 
permasalahan apapun." (P.W.Ar.F3/13-05-2019) 
Dapat penulis simpulkan dari berbagai pendapat diatas tentang 
faktor pendukung dan pengnhambat dalam menjalankan manajemen 
keuangan yaitu tidak ada permasalahan yang begitu besar hanya saja 
permasalahan keuangan untuk keseharian yang habis untuk menutupi 
kekkurangan pembangunan gedung yayasan kalimasada, dan faktor 
pendukung yang muncul di internal pondok pesantren sendiri yang 
                                                 
97 Hasil wawancara dengan Ustadz Agung salah satu Ustadz sekaligus guru di yayasan pondok 
pesantren kalimasada, di ruang Guru Hari Senin, Tanggal 13 Mei 2019 Pukul 08:30-10:00 WIB 
98 Hasil wawancara dengan KH. Fahrudin Siswopranoto ketua yayasan pondok pesantren 
kalimasada, di rumah abdi ndalem Hari Senin, Tanggal 06 Mei 2019 Pukul 10:00-12:00 WIB 

































membuat semangat kepada stakeholder pondok pesantren untuk 
menjalankan keuangan atau memanajemen keuangan dengan baik. 
 
b) Faktor pendukung dan penghambat kebijakan pendidikan gratis 
KH. Fahrudin Siswopranoto menjelaskan tentang faktor 
pendukung dalam membubat kebijakan gratis diPondok Pensantren 
Kalimasada antara lain: 
"dalam topik kali ini lebih kepada faktor pendukung daripada 
penghambat, karena saya membuat kebijakan ini dengan niatan 
sodaqoh dari hasil saya yang lebih dari cukup jadi tidak ada faktor 
penghambat dalam membuat kebijakan gratis diPondok Pensantren 
Kalimasada ini. Faktor pendungkung memang ada yaitu keutamaan 
ibadah yang membuat kami selalu sadar akan kekuasaan Allah 
SWT yang maha kaya, sehingga kami termotivasi untuk selalu 
berbuat kebaikan dengan cara sodaqoh dan membuat kebijakan 
gratis untuk santri. Faktor kedua yaitu keluarga besar pondok 
pesantren yang senantiasa mendukung dalam proses belajar yang 
semangat dan dengan dibantu cara para santri mandiri membuat 
koperasi pondok untuk membantu keuangan pondok pesantren, 
sehingga hati kami tersentuh untuk selalu bersungguh-sunggu 
melaksanakan tugas yang mulia ini yaitu membuat kebijakan gratis 
untuk mereka di Pondok Pensantren Kalimasada. Adapun yang 
ketiga yakni penghasilan saya dan istri saya yang lebih dari cukup 
untuk membiayai keperluan pondok pesantren sehingga saya 
berinisiatif untuk membiayai belajarnya para anak didik yang ingin 
menyantri di pondok kalimasada dengan gratis."99 (P.W.FS.F3/06-
05-2019) 
Dapat penulis simpulkan dari pendapat diatas lebih kepada faktor 
pendukung dalam membuat kebijakan gratis diPondok Pensantren 
Kalimasada. Dari penghasilan KH. Fahrudin Siswopranoto yang lebih 
sehingga ada inisiatif membuat kebijakan gratis atau dalam 
                                                 
99 Ibid 

































deskripsinya membiayai proses belajar santri dengan gratis tanpa 
adanya pungtutan sedikitpun. 
 
4. Solusi dari hambatan Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan 
gratis di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang 
Adapun solusi dari faktor penghambat dalam melaksanakan 
manajemen keuangan yang dikemukakan oleh KH. Fahrudin Siswopranoto 
adalah 
"solusi kami jika kehabisan uang untuk belanja pondok pesantren 
yaitu dengan menggadaikan BPKB kendaraan yang kami miliki untuk 
menutupi keuangan pondok pesantren agar tetap terlaksana proses 
belanja kebutuhan sehari-hari pondok pesantren. Dari solusi tersebut 
sudah dapat menyelesaikan permasalahan keuangan pondok 
pesantren, ide itu muncul bukan hanya dari saya melainkan dari istri 
saya."100 (P.W.FS.F4/06-05-2019) 
Penulis menyimpulkan bahwa tidak ada solusi dari hambatan 
kebijakan gratis karena faktor penghambat lebih kepada manajemen 
keuangan, maka dari itu penulis memahami hanya adanya solusi dari 
manajemen keuangan pondok pesantren yang menggadaikan surat-surat 
BPKB kendaraan KH. Fahrudin Siswopranoto untuk menutupi kekurangan 
keuyangan pondok pesantren. 
"selebihnya tentang solusi faktor penghambat manajemen keuangan 
tidak ada, karena permasalahan kami hanya pada kehabisan uang jika 
ada pembangunan gedung."101 (P.W.FS.F3/06-05-2019) 
Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pondok Pensantren 
Kalimasada Jombang, dapat peneliti simpulkan bahwa  
                                                 
100 Ibid 
101 Ibid 

































1.   Implementasi manajemen keuangan di Ponpes Kalimasada Jombang 
melibatkan Ketua Yayasan Kalimasada Jombang beserta Istrinya dalam 
mengelola keuangan Pondok Pesantren. Hal ini diungkapkan sendiri oleh 
Ketua Yayasan  Kalimasada Jombang beserta Istrinya bahwa secara 
strukturan yang mengelola keuangan Ponpes Kalimasada Jombang adalah 
beliau beserta istri.  
Ketua Yayasan  Kalimasada Jombang beserta Istrinya mengelola keuangan 
mulai dari pemasukan sampai pengeluaran. Pemasukan sebagian besar 
bersumber dari uang pribadi Ketua Yayasan  Kalimasada Jombang beserta 
Istrinya, sehingga terkadang banyak ditemukan kekurangan dana dalam 
proses pembiayaan Ponpes Kalimasada Jombang. Kekurangan dana dalam 
pembiayaan akan dibantu oleh dewan asatidz yang lain dengan mencari 
sumber dana yang dapat membantu biaya operasional pondok pesantren. 
  
2.    Kebijakan pendidikan gratis diambil oleh Ketua Yayasan Kalimasada 
Jombang terhadap seluruh biaya operasional para santri selama belajar di 
Ponpes Kalimasada Jombang dan bersekolah di sekolah yang disediakan 
yayasan bertujuan untuk berbagai kepada sesama dan tidak membebankan 
santri dan wali santri dengan biaya pendidikan. Tujuan lain dari adanya 
kebijakan gratis adalah untuk berbagi dengan ikhlas kepada para santri yang 
ingin belajar secara seksama tanpa adanya pungutan biaya sama sekali. 
Apabila dilihat secara ilmu manajemen memang tidak cocok dan belum ada 
landasan hukum. Akan tetapi niat yang tulus ikhlas telah mendasari 

































terlaksanakanya kebijakan pendidikan gratis ini. Ketua Yayasan beserta Istri 
telah berniat untuk membiayai seluruh kebutuhan proses belajar mengajar di 
pondok pesantren dengan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sebagaimana 
yang telah diungkapkan oleh informan yang lain, bahwa tujuan Pondok 
Pensantren Kalimasada membuat kebijakan gratis ini untung menopang dan 
menampung peserta didik yang ingin menyantri dengan latar belakang 
kekurangan perekonomian untuk belajar bersama di Pondok Pensantren 
Kalimasada Jombang.  
 
3.   Faktor pendukung kebijakan pendidikan gratis paling utama adalah ridho 
dan kekuasaan Allah SWT. Dengan kuasa Allah SWT Yang Maha Kaya, 
maka kebijakan pendidikan di Ponpes Kalimasada Jombang masih dapat 
terlaksana, bahkan pelaksanaannya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. 
Selain itu, yang menjadi faktor pendukung adalah dewan asatdz yang selalu 
mendukung proses berjalannya kebijakan pendidikan gratis yang diterapkan. 
Kepercayaan orang tua/wali santri dalam menitipkan putra-putrinya juga 
sangat penting menunjang semangat juang dalam melaksanakan kebijakan 
pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang. Spirit santri dalam 
mendalami ilmu juga merupakan faktor pendukung berlangsungnya 
penerapan manajemen keuangan dalam kebiajakan pendidikan gratis di 
Ponpes Kalimasada ini. Faktor penghambat dalam pelaksanaan manajemen 
keuangan dalam kebijakan pendidikan adalah keterbatasan dana di suatu 

































waktu tertentu. Hal ini dikarenakan pembiayaan terbesar murni dari uang 
pribadi Ketua Yayasan Kalimasada Jombang dan Istrinya. 
 
4. Ketua Yayasan Kalimasada Jombang beserta istri selalu mengusahakan yang 
terbaik demi keberlangsungan pelaksanaan manajemen keuangan dalam 
kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang. Salah satunya 
adalah menggadaikan BPKB kendaraan bermotor yang dimilikinya untuk 
menutup kekurangan dana dalam operasional pondok pesantren.  
Selain itu, keberadaan koperasi pondok yang diinisiasi oleh para santri 
juga sedikit-banyak membantu kekurangan dana yang terkadang dialami 
dalam pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis 
di Ponpes Kalimasada Jombang ini. Semangat para santri dalam 
mengembangkan koperasi pondok pesantren selain untuk menutupi hambatan 
kekurangan dana juga sebagai pembelajaran para santri untuk gemar 
berwirausaha sedari kecil. Ketua Yayasan Kalimasada Jombang beserta istri 
selalu mengusahakan yang terbaik demi keberlangsungan pelaksanaan 
manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Ponpes 
Kalimasada Jombang. Salah satunya adalah menggadaikan BPKB kendaraan 
bermotor yang dimilikinya untuk menutup kekurangan dana dalam 
operasional pondok pesantren.  
Selain itu, keberadaan koperasi pondok yang diinisiasi oleh para santri 
juga sedikit-banyak membantu kekurangan dana yang terkadang dialami 
dalam pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis 

































di Ponpes Kalimasada Jombang ini. Semangat para santri dalam 
mengembangkan koperasi pondok pesantren selain untuk menutupi hambatan 
kekurangan dana juga sebagai pembelajaran para santri untuk gemar 
berwirausaha sedari kecil. 
Ketua Yayasan Kalimasada Jombang beserta istri selalu mengusahakan 
yang terbaik demi keberlangsungan pelaksanaan manajemen keuangan dalam 
kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang. Salah satunya 
adalah menggadaikan BPKB kendaraan bermotor yang dimilikinya untuk 
menutup kekurangan dana dalam operasional pondok pesantren.  
Selain itu, keberadaan koperasi pondok yang diinisiasi oleh para santri 
juga sedikit-banyak membantu kekurangan dana yang terkadang dialami 
dalam pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis 
di Ponpes Kalimasada Jombang ini. Semangat para santri dalam 
mengembangkan koperasi pondok pesantren selain untuk menutupi hambatan 
kekurangan dana juga sebagai pembelajaran para santri untuk gemar 
berwirausaha sedari kecil. 
 
 
C. ANALISIS HASIL TEMUAN LAPANGAN 
Pada bagian ini penulis melakukan analisis hasil temuan dalam penelitian dan 
menjabarkannya dalam bentuk deskriptif. Berikut adalah analisis yang 
dilakukan oleh peneliti. 
1. Implementasi Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis 
di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang 

































Secara teori Manajemen keuangan menurut Sri Minarti adalah 
suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan 
menggerakkan tenaga orang lain, dengan mempertimbangkan aspek 
efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan 
pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh yang dimulai dari 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan 
pengawasan.102 Berdasarkan teori tersebut, manajemen keuangan 
dilaksanakan dengan mendayagunakan orang lain, dalam hal ini  bisa 
menunjuk seorang bendahara beserta para stafnya dengan 
mempertimbangkan berbagai aspek efisiensi dan efektivitasnya. 
Seperti telah diungkapkan oleh FS bahwa manajemen keuangan 
merupakan cara lembaga untuk mengoperasikan dan mengelola alur 
keuangan agar dapat dengan mudah dimengerti dan dilaksanakan dalam 
membuat peta keuangan. Peta keuangan yang dimaksud adalah 
pemasukan dan pengeluaran. Dalam melaksanakan manajemen keuangan 
dapat diketahui siapa yang menjadi sumber dana/donatur bagi Pondok 
Pesantren (Ponpes) Kalimasada Jombang. 
Menurut Ag, manejemen keuangan adalah bagaimana seseorang 
pandai dalam memainkan modal keuangan dengan mara mereka masing-
masing, sesuai dengan pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya. Seorang 
yang ahli dalam ilmu ekonomi akan berbeda dengan orang yang memiliki 
keahlian ilmu lain dalam hal menerapkan manajemen keuangan. Informan 
                                                 
102 Sri Minarti, Manajemen Sekolah (Jogjakarta : Ar-ruzz Media, 2011),hal.212 

































lain, Ar juga mengungkapkan bahwa manajemen keuangan merupakan 
suatu usaha mengelola keuangan melalui sebuah proses/tahapan mulai 
dari proses perencanaan sampai dengan tujuan dari dikelolanya uang 
tersebut oleh lembaga. Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan 
AK bahwa manajemen keuangan merupakan sebuah ilmu yang mengatur 
pengeluaran dan pemasukan keuangan dan bukan sekedar itu saja  
melainkan kita bisa mengetahui lebih detail tentang bagaimana 
pengelolaan keuangan menjadi lebiih baik. 
Dari teori yang dikemukakan oleh ahli dan pendapat yang berhasil 
peneliti himpun dari berbagai informan diatas bahwa setiap orang 
mempunyai pandangan dan cara tersendiri dalam melakukan atau 
mengimplementasikan manajemen keuangan, begitu pula implementasi 
manajemen keuangan di Ponpes Kalimasada Jombang. Implementasi 
manajemen keuangan di Ponpes Kalimasada Jombang melibatkan Ketua 
Yayasan Kalimasada Jombang beserta Istrinya dalam mengelola 
keuangan Pondok Pesantren. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Ketua 
Yayasan  Kalimasada Jombang beserta Istrinya bahwa secara strukturan 
yang mengelola keuangan Ponpes Kalimasada Jombang adalah beliau 
beserta istri.  
Ketua Yayasan  Kalimasada Jombang beserta Istrinya mengelola 
keuangan mulai dari pemasukan sampai pengeluaran. Pemasukan 
sebagian besar bersumber dari uang pribadi Ketua Yayasan  Kalimasada 
Jombang beserta Istrinya, sehingga terkadang banyak ditemukan 

































kekurangan dana dalam proses pembiayaan Ponpes Kalimasada Jombang. 
Kekurangan dana dalam pembiayaan akan dibantu oleh dewan asatidz 
yang lain dengan mencari sumber dana yang dapat membantu biaya 
operasional pondok pesantren.  
Secara teori ada banyak sumber-sumber keuangan pendidikan, 
seperti yang dikemukakan oleh Sulthon dan M. Khusnuridlo, bahwa  
secara garis besar, sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah 
dikelompokkan menjadi tiga yaitu Pemerintah pusat atau pemerintah 
daerah, orang tua atau peserta didik, dan masyarakat.103 Namun, dalam 
penerapan di Ponpes Kalimasada Jombang sedikit berbeda, karena tidak 
melibatkan orang tua sebagai sumber keuangan pondok pesantren. 
Secara operasional pondok pesantren didanai murni oleh uang 
pribadi Ketua Yayasan Kalimasada Jombang, namun untuk pembangunan 
sarana dan prasarana, Ketua Yayasan Kalimasada Jombang mengajukan 
proposal ke berbagai pihak sebagai sumber dana, seperti Dewan 
Perwakilan Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Provinsi dan lain-lain. 
Ketua Yayasan Kalimasada Jombang tidak merasa kesulitan dalam 
mencari sumber dana. Hal ini berkat keaktifan beliau dalam berorganisasi.  
Ketua Yayasan Kalimasada Jombang memanfaatkan jaringan pertemanan, 
persahabatan, dan persaudaraan sebagai donatur yayasan. Meskipun 
demikian, dalam suatu kesempatan sumber dana pembanguanan sarana 
                                                 
103 Sulthon, M. Khusnuridlo, Manajemen Sekolah dalam Perspektif Global (Yogyakarta: laksBang 
PRESSindo, 2006), hal.50 

































dan prasarana juga tetap dari uang pribadi Ketua Yayasan Kalimasada 
Jombang. 
Pengelolaan keuangan dan sumber keuangan yang berasal dari 
Ketua Yayasan Kalimasada juga dibenarkan oleh para dewan asatidz/ah. 
Ketua Yayasan dan Istrinya membiayai semua operasional pondok 
pesantren dengan berniatkan shodaqoh. Menurut pandangan agama islam, 
apabila seseorang membelanjakan harta di jalan Allah maka terdapat 
keberkahan dalam setiap hartanya, dan apabila kita bershodaqoh maka 
akan dilipatgandakan harta kita olehNya. Hal ini juga dibuktikan dengan 
Ketua Yayasan tidak pernah kekurangan dana secara signifikan untuk 
terus membiayai operasional Pondok Pesantren. 
Manajemen keuangan di Ponpes Kalimasada Jombang dilakukan 
secara sederhana, dengan pengelolaan keuangan dilakukan sendiri oleh 
Ketua Yayasan Kalimasada Jombang dan Istrinya, meskipun terdapat 
struktur resmi di pondok pesantren, seperti ketua, sekretaris, dan 
bendahara, namun sistem manajemen di Pondok Pensantren Kalimasada 
Jombang tetap menggunakan sistem kekeluargaan.  Alur keuangan di 
Ponpes Kalimasada Jombang pun tidak dibukukan secara resmi, 
mengingat sumber pendaan berasal dari uang pribadi Ketua Yayasan.  
Ponpes Kalimasada Jombang menerapkan kebijakan gratis kepada 
santri yang belajar dan sekolah di bawah  naungan Yayasan Kalimasada 
Jombang. Biaya sekolah 3 tahun pertamah murni ditanggung oleh 

































Yayasan. Menurut UU bab XIII  ayat 31 tentang pendidikan, pendidikan 
gratis memiliki tujuan sebagai berikut.104 
1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. 
2) Pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional yang 
diatur dengan UU 
3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, 
serta akhlak mulia dalam  rangka mencerdasakan kehidupan 
bangsa, yang diatur dengan UU. 
4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
20% dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kebutuhan nasional. 
Jika sesuai dengan undang-undang diatas, peran negara sebagai 
penyelenggara utama pendidikan sangat penting bagi keberlangsungan 
pendidikan untuk seluruh anak bangsa. Amanat UndangUndang 
menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 
Namun, dalam kenyataan di lapangan banyak anak-anak yang putus 
sekolah akibat ketiadaan biaya. Berawal dari keresahan tersebut Ketua 
Yayasan sekaligus pengasuh Ponpes Kalimasada Jombang membuat 
kebijakan pendidikan gratis bagi para santri dan siswa yang belajar di 
bawah naungan yayasannya. 
                                                 
104 Sekretaris Jendral MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Panduan 
Pemasyarakatan UUD 1945 dan ketetapan MPR RI, (Cet.XII: Jakarta), hal.191-192 

































Belum ada landasan hukum khusus yang dibuat oleh yayasan 
terkait implementasi kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada 
Jombang untuk seluruh santri. Prinsip yang digunakan murni karena ingin 
berbagi. Ketua Yayasan Kalimasada Jombang sekaligus pengasuh Ponpes 
Kalimasada Jombang ini memiliki keinginan untuk dapat melihat santri 
belajar tanpa memikirkan biaya. 
Kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang 
terlaksana berkat Ketua Yayasan Kalimasada Jombang dan Istrinya yang 
telah menjadi sokongan utama dalam sumber dana. Kebijakan ini diambil 
dengan memperhatikan peraturan dan kebudayaan daerah setempat. 
Kebijakan pendidikan gratis diambil karena banyak masyarakat kurang 
mampu yang ingin menyekolahkan anaknya. Banyak masyarakat yang 
belum mampu untuk membiayai keberlangsungan proses belajar anak-
anak mereka namun mereka memiliki keinginan yang kuat untuk melihat 
anak-anak mereka mengenyam pendidikan yang baik. 
Meskipun Ponpes Kalimasada Jombang tidak menarik biaya 
sedkitpun kepada para santri, Ponpes Kalimasada Jombang masih tetap 
bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Dapat dilihat dari pembangunan 
gedung yang dilakukan secara terus menerus. Kualitas pendidikannya pun 
tidak diragukan. Semakin bertambah tahun, peminat masyarakat untuk 
menitipkan anak-anak mereka semakin besar. Setiap tahun terdapat 
pertambahan jumlah santri di Ponpes Kalimasada Jombang. 

































Implementasi kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada 
Jombang ini dengan menggratiskan seluruh biaya tanpa membebankan 
sedikitpun kepada santri dan orang tua santri. Berbeda dengan lembaga 
pendidikan yang lain, yang terkadang membuat kebijakan pendidikan 
gratis namun masih memungut biaya dengan dalih infaq. 
 
2. Tujuan Manajemen Keuangan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis di 
Pondok Pensantren Kalimasada Jombang 
Kebijakan pendidikan gratis diambil oleh Ketua Yayasan Kalimasada 
Jombang terhadap seluruh biaya operasional para santri selama belajar di 
Ponpes Kalimasada Jombang dan bersekolah di sekolah yang disediakan 
yayasan bertujuan untuk berbagai kepada sesama dan tidak membebankan 
santri dan wali santri dengan biaya pendidikan. Tujuan lain dari adanya 
kebijakan gratis adalah untuk berbagi dengan ikhlas kepada para santri 
yang ingin belajar secara seksama tanpa adanya pungutan biaya sama 
sekali. Apabila dilihat secara ilmu manajemen memang tidak cocok dan 
belum ada landasan hukum. Akan tetapi niat yang tulus ikhlas telah 
mendasari terlaksanakanya kebijakan pendidikan gratis ini. Ketua Yayasan 
beserta Istri telah berniat untuk membiayai seluruh kebutuhan proses 
belajar mengajar di pondok pesantren dengan gratis tanpa dipungut biaya 
apapun. 
Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan yang lain, bahwa 
tujuan Pondok Pensantren Kalimasada membuat kebijakan gratis ini 

































untung menopang dan menampung peserta didik yang ingin menyantri 
dengan latar belakang kekurangan perekonomian untuk belajar bersama di 
Pondok Pensantren Kalimasada Jombang.  
Tujuan lainnya adalah sebagai pembelajaran secara tidak langsung 
kepada santri agar gemar bershodaqoh dan berbagi kepada sesama. Karena 
pada prinsipnya, tidak akan berkurang harta seseorang apabila 
dishodaqohkan. Sehingga, Ponpes Kalimasada Jombang tidak hanya 
menampung santri dari keluarga kurang mampu, Ponpes Kalimasada 
Jombang juga menerima santri dari berbagai kalangan dan latar belakang 
keluarga. Dibuktikan dengan banyak jumlah santri dari keluarga dengan 
perekonomian menengah keatas. 
 
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Keuangan dalam 
Kebijakan Pendidikan Gratis di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang 
Setiap kebijakan yang dibuat oleh sebuah lembaga pendidikan akan 
menemukan berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam setiap 
pelaksanaannya. Tidak terkecuali yang dialami oleh Ponpes Kalimasada 
Jombang dalam menerapkan manajemen keuangan dalam kebijikan 
pendidikan gratis.  
Faktor pendukung kebijakan pendidikan gratis paling utama adalah 
ridho dan kekuasaan Allah SWT. Dengan kuasa Allah SWT Yang Maha 
Kaya, maka kebijakan pendidikan di Ponpes Kalimasada Jombang masih 
dapat terlaksana, bahkan pelaksanaannya lebih baik dari tahun-tahun 

































sebelumnya. Selain itu, yang menjadi faktor pendukung adalah dewan 
asatdz yang selalu mendukung proses berjalannya kebijakan pendidikan 
gratis yang diterapkan. Kepercayaan orang tua/wali santri dalam 
menitipkan putra-putrinya juga sangat penting menunjang semangat juang 
dalam melaksanakan kebijakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada 
Jombang. Spirit santri dalam mendalami ilmu juga merupakan faktor 
pendukung berlangsungnya penerapan manajemen keuangan dalam 
kebiajakan pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada ini. 
Faktor penghambat dalam pelaksanaan manajemen keuangan 
dalam kebijakan pendidikan adalah keterbatasan dana di suatu waktu 
tertentu. Hal ini dikarenakan pembiayaan terbesar murni dari uang pribadi 
Ketua Yayasan Kalimasada Jombang dan Istrinya. 
 
4. Solusi dari Hambatan dalam Pelaksanaan Manajemen Keuangan dalam 
Kebijakan Pendidikan Gratis di Pondok Pensantren Kalimasada Jombang 
Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwa 
hambatan dalam pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan 
pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang adalah tentang 
keterbatasan dana pada waktu-waktu tertentu, maka solusi yang diambil 
adalah mengupayakan untuk mencara tambahan dana keuangan. 
Ketua Yayasan Kalimasada Jombang beserta istri selalu 
mengusahakan yang terbaik demi keberlangsungan pelaksanaan 
manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Ponpes 

































Kalimasada Jombang. Salah satunya adalah menggadaikan BPKB 
kendaraan bermotor yang dimilikinya untuk menutup kekurangan dana 
dalam operasional pondok pesantren.  
Selain itu, keberadaan koperasi pondok yang diinisiasi oleh para 
santri juga sedikit-banyak membantu kekurangan dana yang terkadang 
dialami dalam pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan 
pendidikan gratis di Ponpes Kalimasada Jombang ini. Semangat para 
santri dalam mengembangkan koperasi pondok pesantren selain untuk 
menutupi hambatan kekurangan dana juga sebagai pembelajaran para 
santri untuk gemar berwirausaha sedari kecil. 




































Dari hasil temuan lapangan sampai pada analisis temuan lapangan 
tentang manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di 
Pondok Pensantren Kalimasada, penulis dapat membuat simpulan sebagai 
berikut: 
1. Manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Pondok 
Pensantren Kalimasada jombang. 
Dalam menerapkan atau mengelola keuangan pondok pesantren 
dari hasil penelitian menghasilkan temuan bahwa pengelolaan 
keuangan atau manajemen keuangan dijalankan sepenuhnya oleh 
pengasuh pondok pesantren dibantu dengan sang istri, meskipun 
terdapat struktur pondok tetapi pengelolaan sepenuhnya di manajemen 
oleh KH. Fahrudin Siswopranoto selaku pengasuh yayasan 
kalimasada. 
Adapun kebijakan gratis yang dibuat oleh KH, Fahrudin 
Siswopranoto berjalan dengan lancar karena dari penghasilan yang 
lebih dari cukup itu di alokasi kan untuk membiayai santri tanpa 
dipungut biaya sedikitpun sehingga sampai saat ini implementasi 
kebijakan gratis berjalan dengan lancar. 
  

































2. Tujuan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di 
Pondok Pensantren Kalimasada jombang. 
Tujuan dari membuat kebijakan gratis adalah untuk membantu 
memberikan wadah belajar kepada golongan masyarakat yang 
kukrang mampu, dan yang terpenting yaitu untuk men sodaqoh kan 
kelebihan dari penghasilan pengasuh Pondok Pensantren Kalimasada. 
 
3. Faktor pendukung dan penghambat manajemen keuangan dalam       
kebijakan pendidikan gratis di Pondok Pensantren Kalimasada 
jombang. 
Faktor pendukung dalam melaksanakan manajemen keuangan 
yaitu dukungan dari keluarga besar pondok pesantren dan untuk faktor 
pendukung dari membuat kebijakan gratis adalah kurang mampunya 
masyarakat menengah kebawah yang ingin membawa anaknya ke 
jenjang pendidikan dan faktor keuangan yanng senantiasa lancar.  
Sedangkan untuk faktor penghambat yakni untuk masalah 
manajemen keuangan adalah ketika uang habis, dikarenakan 
keperluan yang melenceng dari rencana, sehingga mengakibatkan 
adanya suatu hambatan dalam menggunakan keuangan untuk 
keseharianya. Faktor penghambat untuk membuat kebijakan 
pendidikan gratis hampir tidak ada permasalahan dari hasil penelitian 
di Pondok Pensantren Kalimasada. 
 

































4. Solusi dari hambatan manajemen keuangan dalam kebijakan 
pendidikan gratis di Pondok Pensantren Kalimasada jombang. 
Solusi dari hambatan manajemen keuangan hasil penelitian adalah 
dengan menggadaikan surat-surat BPKB kendaraan untuk menutupi 
kekurangan keuangan dan diberlakukanya koperasi santri untuk 
perputaran keuangan Pondok Pensantren Kalimasada. 
 
B. SARAN 
Sebagai akhir dari penyusunan hasil penelitian ini, peneliti ingin 
memberikan beberapa point sebagai saran untuk dijadikan perbaikan bagi 
pelaksanaan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di 
Pondok Pensantren Kalimasada jombang. Peneliti berharap, hal ini akan 
membawa perbaikan di masa yang akan datang. 
1. Perbaikan sistem manajemen pondok pesantren mengenai pembukuan 
keuangan, dari sumber-sumber keuangan, sampai pada pengeluaran 
keuangan. Gunanya agar dapat dengan mudah untuk mengontrol 
keuangan pondok pesantren. 
2. Dari segi pengelolaan supaya dibagi sesuai jobdisk yang telah 
dibentuk, gunanya untuk mempermudah dalam melakukan 
pengelolaan keuangan. 
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